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.« . KataPengantar

Dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2024 dengan status telah diperiksa (Audited), sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2024.

APBN TA 2024 masih dihadapkan pada berbagai macam peristiwa yang memunculkan
ketidakpastian dan berpengaruh terhadap perekonomian global. Ketidakpastian yang dipicu
dengan masih berlangsungnya konflik geopolitik dan pergerakan harga pangan akibat
dampak El Nino, peningkatan harga minyak hingga penurunan harga batu bara internasional.
Kondisi ini berdampak pada masih terganggunya sisi suplai dan produktivitas komoditas
pangan, yang menimbulkan tekanan perekonomian domestik di negara berkembang
termasuk Indonesia. Di tengah seluruh tantangan tersebut, APBN TA 2024 juga harus
dipastikan dapat menyelesaikan seluruh agenda pembangunan yang telah dirancang antara
lain program peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas,
pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, APBN telah berperan aktif sebagai shock absorber dalam
meredam dampak gejolak perekonomian global melalui kebijakan yang waspada, antisipatif,
dan responsif dengan tetap fokus pada pengendalian inflasi, pengurangan tingkat
pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga efektivitas belanja dalam menunjang
peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian. Pemerintah juga terus melanjutkan
proses konsolidasi dan reformasi fiskal dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan
APBN dalam jangka menengah dan panjang.

Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPP
Tahun 2024 terdiri dari tujuh komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus
Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping
itu, LKPP Tahun 2024 juga dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara
dan badan lainnya.

Selain itu, Pemerintah juga secara konsisten meningkatkan kualitas LKPP dan
pengelolaan keuangan negara demi transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik di
masa yang akan datang. Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas LKPP dan
pengelolaan keuangan negara yang dilakukan sepanjang tahun 2024, antara lain:

a. melanjutkan penyempurnaan proses integrasi pelaporan kinerja ke dalam pelaporan
keuangan untuk dapat meningkatkan akurasi capaian keluaran dari setiap kegiatan
APBN;

b. menyempurnakan kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, terutama dengan
menerbitkan PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran dan PSAP
19 tentang Pengaturan Bersama;
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c. secara konsisten melakukan pembinaan pengelolaan keuangan kepada seluruh
kementerian/lembaga agar kualitas pertanggungjawaban anggaran di tingkat
kementerian/lembaga bisa semakin baik; dan

d. menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya, agar dapat
secara efektif menyelesaikan permasalahan dan tidak menjadi temuan berulang di masa
yang akan datang.

Di samping semua pencapaian yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2024, Pemerintah
tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif, sehingga LKPP di
masa mendatang akan menjadi semakin berkualitas. Pemerintah akan terus berupaya untuk
dapat menyajikan LKPP secara andal sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan
yang baik, demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 (Audited) yang terdiri dari
Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2024 (Audited) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan
Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

LKPP Tahun 2024 (Audited) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(LKBUN).

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati


file:///C:/Users/pusintek/Downloads/%5b@TanggalND%5d
file:///D:/PROSES%20LKPP%202022/DRAF%20UNAUDITED%2022/Draf%20Final%20LKPP%20230323/%5b@penandatangan%5d
file:///D:/PROSES%20LKPP%202022/DRAF%20UNAUDITED%2022/Draf%20Final%20LKPP%20230323/%5b@NamaPejabat%5d

OPINI

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang
memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material,
baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang
memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan
dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang
prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan
menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang
dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan
dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.
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Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi kcuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2024, dan
realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
disajikan dalam Laporan Nomor 33.b/LHP/XV/05/2025, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan ini.

~___Jakarta, 19 Mei 2025
BADANPEMERIKSA KEUANGAN
" REPUBLIK INDONESIA
|\ /'7'1 v’}”” \ f,

g

N,
\

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.l
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. . " RINGKASAN EKSEKUTIF

1. LAPORAN REALISAS|I APBN

Realisasi APBN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan

sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian

Realisasi s.d 31 Desember TA 2024 (Audited)

Realisasi s.d

31 Desember

" Realisasi o TA 2023
nggaran ealisasi () (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah 2.802,46 2.850,60 101,72 2.783,93
Belanja Negara: 3.343,49 3.359,76 100,49 3.121,22
|. Belanja Pemerintah Pusat 2.485,90 2.496,22 100,42 2.239,79
II. Transfer ke Daerah 857,59 863,54 100,69 881,43
Surplus (Defisit) Anggaran (541,03) (509,16) 94,11 (337,29)
Pembiayaan Neto 541,03 554,89 102,56 356,66
SILPA (SiKPA) 45,73 19,37
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Berikut merupakan ringkasan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024.
(Rp Triliun)
No Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Audited) (Audited)
A  SAL awal 459,50 478,96
B Penggunaan SAL (56,38) (35,00)
C  SiLPA/SIiKPA 45,73 19,38
D Penyesuaian SAL 8,69 (3,84)
E  SAL akhir(A+B+C +D) 457,54 459,50
3. NERACA
Berikut merupakan ringkasan Neraca per 31 Desember 2024.
(Rp Triliun)
Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Audited) (Audited)
Aset
Aset Lancar 906,11 894,41
Investasi Jangka Panjang 4.391,55 4.077,23
Aset Tetap 7.149,82 6.964,27
Properti Investasi 110,54 104,37
Piutang Jangka Panjang 48,62 49,19
Aset Lainnya 1.085,72 983,33
Total Aset 13.692,36 13.072,80
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 1.328,52 1.092,26
Kewajiban Jangka Panjang 8.940,49 8.444,42
Total Kewajiban 10.269,01 9.536,68
Ekuitas 3.423,35 3.536,12
Total Kewajiban dan Ekuitas 13.692,36 13.072,80
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4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Audited) (Audited)

1 Pendapatan Operasional 3.115,26 3.083,37
2 Beban Operasional 3.353,60 3.111,67
3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (238,34) (28,30)
4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 22,68 59,92
5 Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa - -
6 Surplus/(Defisit) LO (215,66) 31,62

5. LAPORAN ARUS KAS

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas

disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)
Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Audited) (Audited)
Saldo Awal Kas 606,01 536,44

Kenaikan (Penurunan) Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (154,15) (34,79)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (414,40) (391,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 614,28 445,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 24,39 88,76
Kenaikan (Penurunan) Kas 70,12 108,14
Penggunaan SAL (56,38) (35,00)
Koreksi Pembukuan 9,26 (3,57)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penggunaan 23,00 69,57

SAL dan Koreksi Pembukuan

Saldo Akhir Kas 629,01 606,01
Saldo Kas Pemerintah Lainnya (199,34) (175,30)
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 429,67 430,71

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan

sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No. Uraian 31 Desember 2024 31 Desember 2023

(Audited) (Audited)

1 Ekuitas Awal 3.536,14 3.404,89

2 Surplus/Defisit LO (215,66) 31,63

3 Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ 102,87 99,62
Mengurangi Ekuitas

4 Transaksi Antar Entitas - -

5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas (112,79) 131,25

6 Ekuitas Akhir 3.423,35 3.536,14

vii | Ringkasan Eksekutif



® \ LAPORAN KEUANGAN
b . PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPP Tahun 2024 (Audited) memuat informasi antara lain sebagai
berikut.

a. Informasi mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
LKPP merupakan laporan konsolidasian yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan terdiri
dari 86 LKKL dengan total 19.128 entitas akuntansi dan 1 LKBUN dengan total 789 entitas akuntansi yang
tersebar di 10 satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

b. Kebijakan Fiskal

Pada tahun 2024, Kebijakan Fiskal APBN diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan” dengan mempertimbangkan dinamika ketidakpastian global serta konsistensi
dengan sasaran RPJMN Tahun 2022-2024.

c. Ekonomi Makro
Berikut merupakan ringkasan realisasi asumsi dasar makro ekonomi sampai dengan 31 Desember 2024.

(dalam persen, y-on-y)

Indikator ASAl:DnI;T\: Capaian Capaian

2024 2024 2023

Pertumbuhan Ekonomi (persen, y-on-y) 5,2 5,03 5,05
Inflasi (persen, y-on-y) 2,8 1,57 2,61
Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun (persen) 6,7 6,78 6,63
Nilai Tukar (rupiah per dolar AS) 15.000 15.847 15.255
Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar AS per barel) 82 78,14 78,43
Lifting Minyak (ribu barel per hari) 635 579,66 605,50
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara 1.033 1.016,71 1.006,40

minyak per hari)
Sumber: Kementerian Keuangan (2024), Badan Pusat Statistik (2025), Bank Indonesia (2025), Kementerian ESDM
(2025)

d. Ikhtisar hasil pencapaian target keuangan berupa penjelasan mengenai hasil pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2024 yang terdiri dari kinerja pendapatan dan kinerja belanja APBN.

e. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan LKPP Tahun 2024 mengacu kepada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan yang tercantum
dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kebijakan
akuntansi dalam penyusunan LKPP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat.

Selain itu, CaLK juga memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
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LAPORAN REALISASI APBN

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian

A. Pendapatan Negara dan

Hibah

|. Pendapatan
Perpajakan

1. Pajak Dalam Negeri

2. Pajak Perdagangan
Internasional

Il. Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak

1. Pendapatan Sumber
Daya Alam

2. Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan (KND)

3. Pendapatan Badan
Layanan Umum

4. Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Lainnya

Ill. Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Negara
dan Hibah (A.l + A.ll + A.lll)

B. Belanja Negara

I. Belanja Pemerintah
Pusat

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

3. Belanja Modal
4

. Belanja Pembayaran
Bunga Utang

[&)]

. Belanja Subsidi
6. Belanja Hibah

7. Belanja Bantuan
Sosial

8. Belanja Lain-lain
Il. Transfer ke Daerah
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi
Khusus

a. Dana Alokasi
Khusus Fisik

b. Dana Alokasi
Khusus Non Fisik

Catatan

B.2.1.1

B.2.1.1.1
B.2.1.1.2

B.2.1.2

B.2.1.2.1

B.2.1.2.2

B.2.1.2.3

B.2.1.2.4

B.2.1.3

B.2.2.1

B.2.2.11
B.2.2.1.2
B.2.2.1.3
B.2.2.1.4

B.2.2.15
B.2.2.1.6
B.2.2.1.7

B.2.2.1.8
B.2.2.2

B.2.2.21
B.2.2.2.2
B.2.2.2.3

B.2.2.23.1

B.2.2.2.3.2

TA 2024 (Audited)

TA 2023 (Audited)

Anggaran

2.218.401.100.000.000

2.146.466.840.000.000
71.934.260.000.000

549.137.450.331.000

235.522.497.376.000

85.845.465.000.000

80.430.963.536.000

147.338.524.419.000

34.923.600.000.000
2.802.462.150.331.000

2.485.902.580.516.000

484.430.934.181.000
406.983.772.758.000
247.474.230.827.000
497.319.602.591.000

285.971.979.124.000
6.579.656.000
157.302.981.407.000

406.412.499.972.000
857.591.741.378.000
143.099.927.456.000
427.699.303.543.000
188.101.019.444.000

53.822.463.835.000

133.764.611.642.000

Realisasi

2.231.839.822.879.833

2.157.982.145.917.601
73.857.676.962.232

584.378.057.583.276

228.928.767.532.781

86.384.593.538.563

104.716.732.371.421

164.347.964.140.511

34.387.363.715.756
2.850.605.244.178.865

2.496.223.901.585.884

464.859.258.914.201
523.368.042.639.998
355.511.133.723.811
488.426.422.143.817

292.692.594.096.846
278.430.938.953
154.949.830.442.829

216.138.188.685.429
863.542.806.482.364
153.174.562.784.262
429.210.611.278.998
183.538.473.113.006

50.890.077.113.845

130.441.233.738.467

%
Realisasi
terhadap
Anggaran

100,61%

100,54%
102,67%

106,42%

97,20%

100,63%

130,19%

111,54%

98,46%
101,72%

100,42%

95,96%
128,60%
143,66%

98,21%

102,35%
4231,69%
98,50%

53,18%
100,69%
107,04%
100,35%

97,57%

94,55%

97,52%

Realisasi

2.154.208.219.467.830

2.089.718.285.003.417
64.489.934.464.413

612.537.298.582.643

254.203.031.073.614

82.058.743.373.870

95.860.392.158.963

180.415.131.976.196

17.184.158.879.725
2.783.929.676.930.198

2.239.786.701.499.164

412.711.324.466.564
432.714.969.865.127
303.041.293.068.751
439.882.584.341.259

269.592.086.053.747
219.140.718.777
156.601.633.832.214

225.023.669.152.725
881.430.544.208.454
205.666.564.020.630
398.029.628.594.542
181.357.561.783.241

50.334.741.347.305

128.081.946.376.309
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

TA 2024 (Audited)

TA 2023 (Audited)

%

+ B.Il)

C. Surplus (Defisit)
Anggaran (A - B)

D. Pembiayaan

|. Pembiayaan Dalam
Negeri (Neto)

1.

Penerimaan
Pembiayaan Dalam
Negeri-Perbankan

2. Pemberian Pinjaman

3. Penerimaan Cicilan

Pengembalian
Pemberian Pinjaman

. Privatisasi dan

Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi

. Surat Berharga

Negara (Neto)

a. Penerimaan Surat
Berharga Negara

b. Pengeluaran
Surat Berharga
Negara

. Pinjaman Dalam

Negeri (Neto)

a. Penerimaan
Pinjaman Dalam
Negeri

b. Pengeluaran
Pembiayaan-
Cicilan Pokok
Pinjaman Dalam
Negeri

. Penyertaan Modal

Negara/Dana
Investasi Pemerintah

. Kewajiban

Penjaminan

B.2.4.1

B.24.1.1

B.2.4.1.2
B.2.4.1.3

B.24.1.4

B.2.4.15

B.2.4.1.6

B.2.4.1.7

B.2.4.1.8

(541.032.171.563.000)

528.758.369.161.000

151.381.000.000.000

(4.171.912.452.000)
3.921.260.000.000

649.230.000.000

554.655.048.027.000

(636.230.414.000)

3.258.429.586.000

3.894.660.000.000

(151.216.040.000.000)

(823.986.000.000)

(509.161.463.889.383)

462.577.425.084.416

56.419.615.865.000

(4.242.437.773.274)
4.023.538.398.833

1.400.109.062.740

450.733.252.420.187

1.075.437.376.773.300

624.704.124.353.113

15.019.471.247.141

20.122.653.359.752

5.103.182.112.611

(44.332.592.681.665)

(1.458.986.000.000)

Uraian Catatan .. Realisasi Pt
Anggaran Realisasi Realisasi
terhadap
Anggaran
c. Hibah kepada B.2.2.2.3.3 513.943.967.000 2.207.162.260.694 429,46% 2.940.874.059.627
Daerah
4. Dana Otonomi B.2.2.2.4 18.271.490.935.000 18.271.490.935.000 100,00% 17.241.263.570.000
Khusus
5. Dana Keistimewaan B.2.2.2.5 1.420.000.000.000 1.420.000.000.000 100,00% 1.372.725.809.224
Daerah Istimewa
Yogyakarta
6. Dana Desa B.2.2.2.6 71.000.000.000.000 70.925.927.774.598 99,90% 69.856.768.617.317
7. Insentif Fiskal B.2.2.2.7 8.000.000.000.000 7.001.740.596.500 87,52% 7.906.031.813.500
Jumlah Belanja Negara (B.I 3.343.494.321.894.000 | 3.359.766.708.068.248 100,49% | 3.121.217.245.707.618

94,11%

87,48%

37,27%

101,69%
102,61%

215,66%

81,26%

-2360,70%

617,56%

131,03%

29,32%

177,06%

(337.287.568.777.420)

275.463.701.706.796

37.225.200.000.000

(1.905.999.112.657)
6.374.398.495.969

1.097.737.606.166

308.193.788.405.962

848.108.055.742.428

539.914.267.336.466

14.558.368.405.525

17.504.129.527.679

2.945.761.122.154

(69.897.795.440.654)

(330.511.505.000)
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3 : . = ° LAPORAN KEUANGAN
' ‘ ® PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)
.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

TA 2024 (Audited) TA 2023 (Audited)
%
Uraian Catatan .. Realisasi Pt
Anggaran Realisasi Realisasi
terhadap
Anggaran
9. Dana B.2.4.1.9 (25.000.000.000.000) (15.000.000.000.000) 60,00% (20.000.000.000.000)
Pengembangan
Pendidikan Nasional
10. Pembiayaan Lain- B.2.4.1.10 15.454.545.454 148.514.851.485
lain
Il. Pembiayaan Luar B.2.4.2 12.273.802.402.000 92.311.154.268.612 752,10% 81.200.046.007.725
Negeri (Neto)
1. Penarikan Pinjaman B.2.4.2.1 97.751.162.402.000 179.765.350.519.789 183,90% 162.650.352.798.218
Luar Negeri
a. Penarikan B.2.4.2.1.1 60.000.000.000.000 60.028.929.576.507 100,05% 82.990.780.840.684
Pinjaman Tunai
b. Penarikan B.2.4.2.1.2 37.751.162.402.000 119.736.420.943.282 317,17% 79.659.571.957.534
Pinjaman
Kegiatan
2. Pembayaran Cicilan B.2.4.2.2 (85.477.360.000.000) (87.454.196.251.177) 102,31% (81.450.306.790.493)
Pokok Utang Luar
Negeri
Jumlah Pembiayaan (D.I + 541.032.171.563.000 554.888.579.353.028 102,56% 356.663.747.714.521
D.1I)

E. Sisa Lebih (Kurang) 2. 45.727.115.463.645 19.376.178.937.101
Pembiayaan Anggaran-

SiLPA (SiKPA) (D + C)

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian

. Saldo Anggaran Lebih Awal

B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan

C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA)

Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)
D. Penyesuaian SAL
Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Lain-lain

Total Penyesuaian SAL
E. Saldo Anggaran Lebih Akhir (A + B + C + D)

Catatan

Cz2

C3

Cc4
C5

Tahun 2024
(Audited)

459.497.872.070.698

(56.381.000.000.000)

45.727.115.463.645

448.843.987.534.343

9.293.355.123.095
(594.067.608.219)
8.699.287.514.876
457.543.275.049.219

Tahun 2023
(Audited)

478.957.156.319.401

(35.000.000.000.000)

19.376.178.937.101

463.333.335.256.502

(3.548.034.701.030)
(287.428.484.774)
(3.835.463.185.804)
459.497.872.070.698

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian

ASET
Aset Lancar

Kas dan Setara Kas:

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan

Bank Umum dalam Rupiah

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan

Bank Umum dalam Valuta Asing

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas dalam Transito

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas pada Badan Layanan Umum

Jumlah Kas dan Setara Kas

Uang Muka Rekening Khusus
Investasi Jangka Pendek
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Uang Muka Belanja (prepayment)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Piutang Jangka Pendek

Piutang Perpajakan

Piutang Bukan Pajak

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
Piutang PFK

Jumlah Piutang Jangka Pendek (Bruto)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka

Pendek
Jumlah Piutang Jangka Pendek (Bersih)
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Dana Bergulir
Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
diragukan Realisasinya

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Lainnya (Bersih)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah
Investasi Permanen BLU
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

Catatan

D21
D211
D2111
D21111

D.2.1.1.1.2

D.2.1.1.1.3
D.21.1.1.4
D.2.1.1.15
D.2.1.1.1.6
D.21.1.1.7
D.2.1.1.1.8
D.2.1.1.1.9

D.2.1.1.2
D.2.1.1.3
D.2.1.14
D.2.1.1.5
D.2.1.1.6
D.2.1.1.7
D.211.7.1
D.2.1.1.7.2
D.2.1.1.7.3
D.2.1.1.7.4

D.2.1.1.7.5
D.2.1.1.7.6
D.2.1.1.7.7
D.2.1.1.7.8
D.2.1.1.7.9

D.2.1.1.7.10

D.2.1.1.8

D.2.1.2
D.2.1.21
D.21.211
D.2.1.21.2

D.2.1.2.1.3
D.2.1.2.1.4

D.2.1.2.2

D.21.221
D.2.1.2.2.2
D.2.1.2.2.3

31 Desember 2024
(Audited)

180.923.940.557.096
169.108.412.005.997

9.936.262.585.075
697.379.362.618
2.750.411.765
230.036.155.068
14.763.197.575
13.413.383.992.003
55.341.664.409.102
429.668.592.676.299
47.984.869.011
41.604.232.972.240
6.094.076.708.176
33.545.755.681.226
15.016.056.040.236

116.122.193.803.295
362.283.604.412.936
4.973.296.910
47.927.723.868

21.286.136.965.214
7.877.977.149.129
6.030.989.502.636
601.641.690.434
514.255.444.544.422
(339.500.221.300.289)

174.755.223.244.133
205.383.693.515.885
906.115.615.707.206

16.831.926.939.422
(1.404.183.720.277)
15.427.743.219.145
269.364.784.080.765
(974.366.095.513)

268.390.417.985.252

283.818.161.204.397

3.317.709.229.098.828
8.053.004.500
790.019.190.222.637
4.107.736.472.325.965
4.391.554.633.530.362

31 Desember 2023
(Audited)

149.595.370.820.262
193.240.328.220.314

3.507.746.680.531
5.128.787.424.755
4.930.665.723
197.710.858.794
318.602.129.457
21.596.978.800.469
57.124.640.159.483
430.715.095.759.788
44.479.546.335
35.230.294.868.007
9.638.827.128.108
19.541.282.967.950
15.268.713.521.615

117.416.962.637.093
346.336.409.911.621
6.303.880.875
51.329.053.281

20.910.716.095.280
7.658.986.809.661
5.226.516.523.383
439.971.307.053
109.652.841
498.047.305.871.088
(318.262.010.449.930)

179.785.295.421.158
204.183.149.868.940
894.407.139.081.901

19.553.196.920.303
(1.562.930.032.200)
17.990.266.888.103
280.412.334.935.034
(945.649.215.159)

279.466.685.719.875

297.456.952.607.978

3.093.225.298.186.938
8.053.004.500
686.539.843.221.699
3.779.773.194.413.137
4.077.230.147.021.115
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
Uraian Catatan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Audited) (Audited)
Aset Tetap D.2.1.3
Tanah D.2.1.31 4.440.708.614.330.710 4.428.281.859.414.984
Peralatan dan Mesin D.2.1.3.2 1.047.706.500.749.303 933.675.927.241.240
Gedung dan Bangunan D.2.1.3.3 520.656.941.799.388 474.213.237.924.935
Jalan, Irigasi, dan Jaringan D.2.1.34 1.219.031.657.528.366 1.138.237.638.193.193
Aset Tetap Lainnya D.2.1.3.5 54.507.515.237.225 54.932.081.546.750
Konstruksi Dalam Pengerjaan D.2.1.3.6 292.828.848.722.880 246.569.189.414.353
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.468.661.001.712.742) (1.319.486.078.936.377)
Aset Konsesi Jasa D.2.1.3.7 1.142.764.539.602.862 1.088.210.735.514.398
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa (99.723.585.840.503) (80.340.569.263.966)
Jumlah Aset Tetap (Bruto) 8.718.204.617.970.734 8.364.120.669.249.853
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap D.2.1.3.8 (1.568.384.587.553.245) (1.399.826.648.200.343)
Jumlah Aset Tetap (Bersih) 7.149.820.030.417.489 6.964.294.021.049.510
Properti Investasi D.2.1.4
Properti Investasi D.2.14.1 167.441.790.385.915 160.506.675.838.552
Jumlah Properti Investasi (Bruto) 167.441.790.385.915 160.506.675.838.552
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi D.2.1.4.2 (56.903.685.457.928) (56.132.925.175.972)
Jumlah Properti Investasi (Bersih) 110.538.104.927.987 104.373.750.662.580
Piutang Jangka Panjang D.2.1.5
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran D.2.1.5.1 67.788.724.997 78.839.430.596
Piutang Tagihan Tuntutan D.2.1.5.2 312.123.674.481 310.437.056.539
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman D.2.15.3 48.201.737.216.319 48.644.267.627.749
Piutang Jangka Panjang Lainnya D.2.1.5.4 4.603.555.525.470 4.576.224.167.487
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto) 53.185.205.141.267 53.609.768.282.371
Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka D.2.15.5 (4.566.738.210.270) (4.421.514.439.573)
Panjang
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) 48.618.466.930.997 49.188.253.842.798
Aset Lainnya D.2.1.6
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga D.2.1.6.1 49.801.920.221.767 49.875.449.199.365
Aset Tak Berwujud D.2.1.6.2 83.281.083.305.526 71.168.490.628.320
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan D.2.1.6.3 2.043.967.654.510 1.241.448.631.883
Dana yang Dibatasi Penggunaannya D.2.1.6.4 492.213.916.370.469 451.183.897.393.302
Dana Cadangan Penjaminan D.2.1.6.5 13.675.145.505.000 12.216.159.505.000
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi D.2.1.6.6 747.738.900.000 613.442.550.000
Dana Kelolaan BLU D.2.1.6.7 53.287.731.646.004 16.047.968.379.573
Dana Jangka Panjang D.2.1.6.8 28.528.648.017.150 36.015.899.438.036
Aset Lain-lain D.2.1.6.9 755.180.684.209.603 696.199.863.151.665
Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya | D.2.1.6.10 31.292.147.271.351 29.854.766.285.853
Jumlah Aset Lainnya (Bruto) 1.510.052.983.101.380 1.364.417.385.162.997
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | D.2.1.6.11 (424.333.983.105.192) (381.090.728.971.707)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih) 1.085.718.999.996.188 983.326.656.191.290
JUMLAH ASET 13.692.365.851.510.229 13.072.819.967.849.194
D.2.2
Kewajiban Jangka Pendek D.2.21
Utang Perhitungan Fihak Ketiga D.2.2.1.1 4.320.940.427.530 4.536.797.626.051
Utang Kepada Pihak Ketiga D.2.2.1.2 169.505.587.248.935 191.809.032.711.121
Utang Bunga D.2.2.1.3 118.250.088.626.967 112.693.785.312.937
Utang Subsidi D.2.2.1.4 19.445.038.835.881 25.207.352.917.324
Utang Transfer D.2.2.1.5 97.460.927.735.555 52.187.965.129.846
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang D.2.2.1.6 786.695.375.102.677 638.953.070.948.495
Unamortized Discount (885.329.385.000) (368.630.075.000)
Unamortized Premium 265.185.148.000 440.320.180.000
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

607.430.198.027.586
8.940.494.201.648.217
10.269.018.258.241.877

3.423.347.593.268.352

13.692.365.851.510.229

Uraian Catatan (Audited) (Audited)
Utang SBN Jangka Pendek D.2.2.1.7 62.418.300.000.000 31.412.000.000.000
Unamortized Discount (1.566.657.675.000) (467.650.585.000)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan D.2.2.1.8 63.620.122.728.245 27.965.899.727.133
Pendapatan Diterima di Muka D.2.2.1.9 8.791.568.189.681 7.476.388.964.347
Pendapatan Yang Ditangguhkan D.2.2.1.10 111.122.213.990 403.617.716.901
Utang Jangka Pendek Lainnya D.2.2.1.11 91.787.396.199 4.661.192.664
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.328.524.056.593.660 1.092.254.611.766.819
Kewajiban Jangka Panjang D.2.2.2
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri D.2.2.2.1
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri D.2.2.21.1 44.273.286.260.921 31.552.061.212.395
Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara D.2.2.2.1.2 6.890.023.998.123.707 6.563.241.522.670.168
Unamortized Discount (49.634.944.892.000) (49.942.041.191.000)
Unamortized Premium 42.720.368.963.000 44.567.904.657.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan D.2.2.2.1.3 86.273.473.974.300 39.891.869.021.700
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT D.2.2.2.1.4 31.042.846.841.712 25.871.215.355.337
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya D.2.2.2.15 344.461.288.264.152 313.375.462.067.170
Utang Jangka Panjang Subsidi D.2.2.2.1.6 530.768.330.796 560.625.887.734
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 7.389.691.085.866.588 6.969.118.619.680.504
Utang Jangka Panjang Luar Negeri D.2.2.2.2
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri D.2.2.2.2.1 943.345.582.337.528 886.277.290.731.920
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya D.2.2.2.2.2 27.335.416.515 26.579.390.708
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri 943.372.917.754.043 886.303.870.122.628
Kewajiban Konsesi Jasa D.2.2.2.3
Kewajiban Konsesi Jasa D.2.2.2.3.1 607.430.198.027.586 589.002.419.926.666

589.002.419.926.666
8.444.424.909.729.798
9.536.679.521.496.617
3.536.140.446.352.577
13.072.819.967.849.194

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Mente_ri

Keuangan

Sri Mulyani Indrawati
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31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

Uraian

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
OPERASIONAL

PENDAPATAN
PERPAJAKAN

Pendapatan Pajak
Penghasilan

Pendapatan Pajak
Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak
Bumi dan Bangunan
Pendapatan Cukai
Pendapatan Pajak
Lainnya
Pendapatan Bea
Masuk

Pendapatan Bea
Keluar
Jumlah Pendapatan
Perpajakan
PENDAPATAN
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber
Daya Alam

Pendapatan dari
Kekayaan Negara
Dipisahkan (KND)
Pendapatan Badan
Layanan Umum

Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak

PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan
Hibah

JUMLAH PENDAPATAN
OPERASIONAL

BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas

Beban Barang untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda

Beban Pembayaran
Kewajiban Utang

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial
Beban Transfer ke Daerah

Catatan

E.2.1
E.2.1.1

E21.1.1

E211.11
E.2.1.1.1.2
E.2.1.1.13

E.2.1.1.1.4
E.2.1.1.1.5

E.2.1.1.1.6

E.2.1.1.1.7

E.2.1.1.2

E.2.11.21

E.2.1.1.2.2

E.2.1.1.2.3

E.2.1.1.24

E.2.1.1.3

E.2.1.2

E.2.1.21
E.2.1.2.2
E.2.1.2.3
E.2.1.2.4
E.2.1.25
E.2.1.2.6

E.2.1.2.7

E.2.1.2.8
E.2.1.2.9
E.2.1.2.10

E.2.1.2.11

Jumlah Kenaikan (Penurunan)

Tahun 2024 Tahun 2023 3

Audited Audited e &
1.038.768.057.988.153 | 1.056.264.876.071.451 (17.496.818.083.298) (1,66)
811.437.285.482.573 749.872.917.946.326 61.564.367.536.247 8,21
33.329.636.622.280 35.111.968.220.488 (1.782.331.598.208) (5,08)
224.896.521.710.713 218.828.516.227.555 6.068.005.483.158 2,77
11.995.165.095.884 9.962.359.820.249 2.032.805.275.635 20,40
53.376.144.254.078 50.951.896.485.742 2.424.247.768.336 4,76
20.676.989.831.040 13.814.253.622.480 6.862.736.208.560 49,68
2.194.479.800.984.721 | 2.134.806.788.394.291 59.673.012.590.430 2,80
256.629.229.940.936 280.285.831.628.760 (23.656.601.687.824) (8.44)
2.254.798.245 4.529.734 2.250.268.511 |49677,72
101.023.954.431.534 97.370.883.293.667 3.653.071.137.867 3,75
518.919.237.599.918 544.060.110.601.954 (25.140.873.002.036) (4,62)
876.574.676.770.633 921.716.830.054.115 (45.142.153.283.482) (4,90)
44.204.483.636.605 26.849.886.477.341 17.354.597.159.264 64,64
44.204.483.636.605 26.849.886.477.341 17.354.597.159.264 64,64
3.115.258.961.391.959 | 3.083.373.504.925.747 31.885.456.466.212 1,03
476.500.700.049.411 430.426.321.089.044 46.074.378.960.367 10,70
44.883.665.149.185 44.418.157.818.790 465.507.330.395 1,05
285.139.851.823.393 225.619.161.434.819 59.520.690.388.574 26,38
45.486.795.081.937 36.518.876.440.164 8.967.918.641.773 24,56
55.492.575.872.049 49.900.388.208.994 5.592.187.663.055 11,21
84.334.448.261.243 58.308.588.088.465 26.025.860.172.778 44,63
524.147.192.364.375 489.648.053.202.050 34.499.139.162.325 7,05
265.510.751.678.440 242.021.207.563.568 23.489.544.114.872 9,71
278.430.938.953 219.140.718.777 59.290.220.176 27,06
155.975.985.991.008 156.341.091.530.982 (365.105.539.974) (0,23)
902.646.703.693.172 881.390.373.057.804 21.256.330.635.368 2,41
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LAPORAN KEUANGAN d e/ ‘
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED) . / ¢ /

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Jumlah Kenaikan (Penurunan)
Uraian Catatan Tahun 2024 Tahun 2023 Jumlah %
(Audited) (Audited)
Beban Penyusutan dan E.2.1.2.12 217.330.170.896.748 209.244.320.645.414 8.085.850.251.334 3,86
Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang | E.2.1.2.13 33.297.587.421.879 1.928.970.209.539 31.368.617.212.340 | 1626,18
Tak Tertagih
Beban Lain-lain E.2.1.2.14 262.572.090.481.077 285.685.389.969.788 (23.113.299.488.711) (8,09)
JUMLAH BEBAN 3.353.596.949.702.870 | 3.111.670.039.978.198 241.926.909.724.672 7,77
OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) DARI (238.337.988.310.911) (28.296.535.052.451) | (210.041.453.258.460) 742,29
KEGIATAN OPERASIONAL

KEGIATAN NON E.2.2

OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) E.2.21
PELEPASAN ASET

Pendapatan Pelepasan E.2.21.1 482.781.785.082 548.935.351.301 (66.153.566.219) | (12,05)
Aset

Beban Pelepasan Aset E.2.2.1.2 12.810.560.442.129 17.859.492.754.620 (5.048.932.312.491) | (28,27)
Jumlah Surplus/(Defisit) (12.327.778.657.047) (17.310.557.403.319) 4.982.778.746.272 | (28,78)
Pelepasan Aset
SURPLUS/(DEFISIT) E.2.2.2
PENYELESAIAN
KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG

Pendapatan Penyelesaian | E.2.2.2.1 30.359.000.000 105.211.500.000 (74.852.500.000) | (71,14)

Kewajiban Jangka

Panjang

Beban Penyelesaian E.2.2.2.2 160.319.500.000 536.653.910.900 (376.334.410.900) | (70,13)

Kewajiban Jangka

Panjang
Jumlah Surplus/(Defisit) (129.960.500.000) (431.442.410.900) 301.481.910.900 | (69,88)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang
SURPLUS/(DEFISIT) DARI E.2.2.3
KEGIATAN NON
OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan E.2.231 144.444.056.555.641 112.221.090.431.627 32.222.966.124.014 28,71
Non Operasional Lainnya
Beban dari Kegiatan Non E.2.23.2 109.307.618.750.906 34.556.389.755.094 74.751.228.995.812 216,32
Operasional Lainnya

Jumlah Surplus/(Defisit) 35.136.437.804.735 77.664.700.676.533 (42.528.262.871.798) | (54,76)

Dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya
SURPLUS/(DEFISIT) DARI 22.678.698.647.688 59.922.700.862.314 (37.244.002.214.626) | (62,15)
KEGIATAN NON
OPERASIONAL

SURPLUS/(DEFISIT) LO (215.659.289.663.223) 31.626.165.809.863  (247.285.455.473.086) | (781,90)

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Sri Mulyani Indrawati
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian Catatan Tahun 2024 Tahun 2023
(Audited) (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI F.2.1
I. Arus Kas Masuk F.2.1.1
Penerimaan Perpajakan F.2.11.1
Pendapatan Pajak Penghasilan F.2.1.1.11 1.061.940.526.200.605 1.061.234.020.639.596
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan F.21.1.12 828.436.302.857.826 763.632.668.212.526
Penjualan Barang Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan F.2.1.1.1.3 32.491.020.191.825 33.270.661.547.958
Pendapatan Cukai F.21.1.1.4 226.371.492.151.997 221.851.144.542.725
Pendapatan Pajak Lainnya F.2.1.1.15 8.742.804.515.348 9.729.790.060.612
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional F.2.1.1.1.6 73.857.676.962.232 64.489.934.464.413
Total Penerimaan Perpajakan 2.231.839.822.879.833 2.154.208.219.467.830
Penerimaan Negara Bukan Pajak F.2.1.1.2
Pendapatan Sumber Daya Alam F.2.1.1.2.1 228.928.767.532.781 254.203.031.073.614
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan F.2.1.1.2.2 86.384.593.538.563 82.058.743.373.870
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak F.2.1.1.2.3 163.848.513.738.956 179.868.171.315.795
Lainnya
Pendapatan Badan Layanan Umum F.2.1.1.2.4 104.716.732.371.421 95.860.392.158.963
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak 583.878.607.181.721 611.990.337.922.242
Penerimaan Hibah F.2.1.1.3 34.387.363.715.756 17.184.158.879.725
Jumlah Arus Kas Masuk (A.l) 2.850.105.793.777.310 2.783.382.716.269.797
II. Arus Kas Keluar F.2.1.2
Belanja Pegawai F.2.1.2.1 464.859.258.914.201 412.711.324.466.564
Belanja Barang dan Jasa F.2.1.2.2 523.368.042.639.998 432.714.969.865.127
Belanja Pembayaran Bunga Utang F.2.1.2.3 488.426.422.143.817 439.882.584.341.259
Belanja Subsidi F.2.1.2.4 292.692.594.096.846 269.592.086.053.747
Belanja Hibah F.2.1.2.5 278.430.938.953 219.140.718.777
Belanja Bantuan Sosial F.2.1.2.6 154.949.830.442.829 156.601.633.832.214
Belanja Lain-Lain F.2.1.2.7 216.138.188.685.429 225.023.669.152.725
Dana Bagi Hasil Pajak F.2.1.2.8 54.241.430.203.000 63.845.997.623.000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam F.2.1.29 93.845.576.439.722 135.944.555.602.100
Dana Bagi Hasil Cukai F.2.1.2.10 5.087.556.141.540 5.876.010.795.530
Dana Alokasi Umum F.2.1.2.11 429.210.611.278.998 398.029.628.594.542
Dana Alokasi Khusus Fisik F.2.1.2.12 50.890.077.113.845 50.334.741.347.305
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY F.2.1.2.13 26.693.231.531.500 26.520.021.192.724
dan Insentif Fiskal
Dana Alokasi Khusus Non Fisik F.2.1.2.14 130.441.233.738.467 128.081.946.376.309
Dana Desa F.2.1.2.15 70.925.927.774.598 69.856.768.617.317
Hibah Kepada Daerah F.2.1.2.16 2.207.162.260.694 2.940.874.059.627
Jumlah Arus Kas Keluar (A.Il) 3.004.255.574.344.437 2.818.175.952.638.867
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (154.149.780.567.127) (34.793.236.369.070)
(A.l- Al
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Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
(B.I-B.II)
I. Arus Kas Masuk
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian
Pinjaman
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)
IIl. Arus Kas Keluar
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari
Subsidiary Loan Agreement

Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
(C.I-C.y

Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Transito (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI
PEMBUKUAN

Penggunaan SAL
Koreksi Pembukuan

F.2.31

F.2.3.1.1
F.2.3.1.2
F.2.3.1.3

F.2.3.1.4

F.2.3.2

F.2.3.2.1
F.2.3.2.2
F.2.3.2.3

F.24.1
F.2.4.2
F.2.4.3
F.2.4.4

439.191.137.347.333
(414.403.152.941.181)

1.151.979.645.998.052
179.765.350.519.789
4.023.538.398.833

15.454.545.454
1.335.783.989.462.128

629.807.306.465.724
87.454.196.251.177
4.242.437.773.274

721.503.940.490.175
614.280.048.971.953

(215.134.088.039)
1.581.530.989.101
23.022.929.532.814
2.179.402.806
24.391.505.836.682
70.118.621.300.327

(56.381.000.000.000)
9.263.322.996.240

o -
. -
°
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED) ¢ b
e ©
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
Uraian Catatan Tahun 2024 Tahun 2023
(Audited) (Audited)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
I. Arus Kas Masuk F.2.21

Pengelolaan dan Penjualan BMN F.2.21.1 499.450.401.555 546.960.660.401
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program F.2.21.2 1.400.109.062.740 1.097.737.606.166

Restrukturisasi
Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir F.2.2.1.3 3.268.707.260.033 359.653.415.387
Penerimaan Investasi Pemerintah F.22.14 19.619.717.681.824 26.441.256.275.225
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) 24.787.984.406.152 28.445.607.957.179

II. Arus Kas Keluar F.2.2.2

Belanja Modal F.2.22.1 355.511.133.723.811 303.041.293.068.751
Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional F.2.2.2.2 15.000.000.000.000 20.000.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir F.2.2.2.3 - 2.225.200.000.000
Penyertaan Modal Negara F.2.2.2.4 42.149.731.758.522 41.421.985.992.266
Pengeluaran Investasi Pemerintah F.2.2.25 26.530.271.865.000 53.382.030.644.000

420.070.509.705.017
(391.624.901.747.838)

902.837.385.270.107
162.650.352.798.218
6.374.398.495.969

148.514.851.485
1.072.010.651.415.779

542.860.028.458.620
81.450.306.790.493
1.905.999.112.657

626.216.334.361.770
445.794.317.054.009

620.329.866.094
14.112.089.380.009
74.033.583.845.555
(4.129.878.872)
88.761.873.212.786
108.138.052.149.887

(35.000.000.000.000)
(3.566.936.515.283)

.
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian Catatan Tahun 2024 Tahun 2023
(Audited) (Audited)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH F.1.2 23.000.944.296.567 69.571.115.634.604
KOREKSI PEMBUKUAN
SALDO AWAL KAS F.1.1 606.014.272.515.831 536.443.156.881.227

SALDO AKHIR KAS
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah
Disahkan

Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka
Pendek BLU)

Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya

Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)

Kas Transito (Kiriman Uang)

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

a.n.

629.015.216.812.398
230.036.155.068
14.763.197.575
2.861.271.218.467

(41.604.232.972.240)

(27.381.369.416)
(160.823.830.777.318)
2.750.411.765

429.668.592.676.299

Jakarta, 19 Mei 2025

606.014.272.515.831
197.710.858.794
318.602.129.457
7.604.425.582.862

(35.230.294.868.007)

(38.643.493.231)
(148.155.907.631.641)
4.930.665.723

430.715.095.759.788

Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati
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® " LAPORAN KEUANGAN
b . PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian Catatan Tahun 2024 (Audited) Tahun 2023 (Audited)
EKUITAS AWAL . 3.536.140.446.352.577 3.404.893.056.498.959
SURPLUS/(DEFISIT) LO G.2 (215.659.289.663.223) 31.626.165.809.863
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG G.3
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS
Penyesuaian SiLPA G.3.1 2.074.667.959.503 1.498.554.940.209
Koreksi Nilai Persediaan G.3.2 7.101.832.764.823 5.454.942.591.117
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi G.3.3 38.417.972.696.012 56.981.718.247.281
Koreksi Atas Reklasifikasi G.34 2.997.241.878.759 2.146.315.181.897
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker G.3.5 1.437.380.985.498 229.322.791.975
Koreksi Lainnya G.3.6 50.837.340.294.403 33.310.370.291.276
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG 102.866.436.578.998 99.621.224.043.755
LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI
EKUITAS
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS G4 - -
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS G.5 (112.792.853.084.225) 131.247.389.853.618

EKUITAS AKHIR - 3.423.347.593.268.352 3.536.140.446.352.577

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati
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A. PENJELASAN UMUM

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

A.1. INFORMASI ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun
2024 merupakan laporan konsolidasian yang
disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat,
terdiri dari 86 LKKL dengan total 19.128 entitas
akuntansi dan 1 LKBUN dengan total 789 entitas
akuntansi yang tersebar di 10 Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Berdasarkan Pernyataan Standar  Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 01 - Penyajian Laporan
Keuangan, entitas pelaporan didefinisikan sebagai
unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi didefinisikan sebagai unit
pemerintahan  pengguna  anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Kewajiban untuk menyusun laporan
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban
APBN hanya dibedakan antara entitas pelaporan
dan entitas akuntansi.

Dengan demikian, proses konsolidasi secara
berjenjang dari entitas akuntansi sampai dengan
entitas pelaporan tertinggi (Pemerintah Pusat) telah
mencakup seluruh entitas baik lembaga tinggi
negara, kementerian, lembaga negara, badan, dan
lembaga/badan lain yang dalam menjalankan
kegiatannya menggunakan dana APBN.

Sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan
keuangan negara dikuasakan kepada Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara
yang dipisahkan, dan dikuasakan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Barang.

Dalam konteks pelaporan Keuangan, Menteri
Keuangan memiliki tiga peran, yaitu:

1. Sebagai pengelola fiskal untuk menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),

2. Sebagai Bendahara Umum Negara vyang
menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum
Negara (LKBUN), dan

3. Sebagai Pengguna Anggaran kementerian yang
menyusun Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL).

Pada tahun 2024, terdapat dua Kementerian/
Lembaga baru yang terkonsolidasi dalam LKPP yaitu
Badan Karantina Indonesia dan Badan Gizi
Nasional.

Badan Karantina Indonesia didirikan tanggal 20 Juli
2023, dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 45
Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia
yang merupakan amanat dari UU Nomor 21 Tahun
2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan. Sebelumnya, Badan Karantina
Indonesia merupakan Badan Karantina Pertanian
yang ada di bawah Kementerian Pertanian sesuai
Perpres Nomor 45 Tahun 2015. Namun melalui
Perpres 45 Tahun 2023 Badan Karantina Pertanian
dipisahkan dari susunan organisasi Kementerian
Pertanian dan berubah menjadi Badan Karantina
Indonesia, yang merupakan sebuah Lembaga
setingkat K/L yang bertanggung jawab secara
langsung kepada Presiden dan memiliki Bagian
Anggaran tersendiri (BA 127). Sementara itu, Badan
Gizi Nasional (BA 128) adalah Lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertugas melaksanakan
pemenuhan gizi nasional. Badan ini dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2024. Perpres ini mengatur tentang tugas dan fungsi
kerawanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan oleh
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang
berada di bawah Badan Pangan Nasional menjadi
dialihkan ke Badan Gizi Nasional.

Daftar entitas pelaporan tingkat K/L dan BUN selaku
pengguna anggaran atau kuasa BUN dan jumlah
entitas akuntansi untuk setiap K/L dan BUN dapat
dilihat pada Lampiran 1.A.

Pembentukan Kabinet Merah Putih

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet
Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri
Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri
keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada
Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan
Lembaga.

Peraturan  tersebut  mengatur  pelaksanaan
penggunaan anggaran dan Aset dalam masa transisi
untuk TA 2024 dan TA 2025 bagi K/L yang
mengalami  perubahan, meliputi  perubahan
nomenklatur, pemisahan, penggabungan, dan K/L
yang baru dibentuk.

K/L yang terdampak, menyusun Laporan Keuangan
(LK) Tahun 2024 dengan mekanisme sebagai
berikut:
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

a. Menteri/Pimpinan Lembaga pada K/L yang
mengalami perubahan nomenklatur, menyusun
LK dan menandatangani pernyataan tanggung
jawab LK atas Bagian Anggaran (BA) DIPA TA
2024 yang mengalami perubahan nomenklatur;

b. Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu pada K/L
yang mengalami pemisahan yang menggunakan
mekanisme penggunaan DIPA TA 2024
menyusun LK dan menandatangani pernyataan
tanggung jawab LK atas BA DIPA TA 2024;

c. Menteri/Pimpinan Lembaga pada K/L yang
mengalami pemisahan yang menggunakan
mekanisme pemisahan DIPA TA 2024 menyusun
LK dan menandatangani pernyataan tanggung
jawab LK atas BA masing-masing;

d. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menerima
penggabungan menyusun LK dan
menandatangani pernyataan tanggung jawab LK
atas BA DIPA TA 2024 untuk BA K/L yang
digabungkan dan BA K/L yang menerima
penggabungan; dan

e. Menteri/Pimpinan Lembaga yang baru dibentuk
menyusun LK dan menandatangani pernyataan
tanggung jawab LK Tahun 2024 untuk BA-nya.

Dengan demikian, K/L yang mengalami perubahan
nomenklatur menyusun LKKL Tahun 2024 dengan
menggunakan nomenklatur lama sesuai DIPA TA
2024. Sementara itu, terhadap K/L yang mengalami
pemisahan, Menteri Keuangan telah menerbitkan
Surat Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November

2024 Hal Penunjukan Kementerian/Lembaga
Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang
Mengalami  Perubahan dan S-449/MK.2/2024

Tanggal 12 Desember 2024 Hal Penyesuaian
Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada
Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan
dengan matriks sebagaimana dapat dilihat pada
Lampiran 1.B.

Informasi keberlanjutan tusi K/L yang mengalami
perubahan/pemisahan/penggabungan

Tugas dan fungsi K/L pada Kabinet Merah Putih
secara detail diatur di dalam Peraturan
Menteri/Pimpinan  Lembaga  terkait  Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing
K/L sesuai dengan susunan kementerian yang
disebutkan dalam Peraturan Presiden 139 Tahun
2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode
Tahun 2024-2029.

Pengungkapan data belanja K/L Pengampu
untuk membiayai K/L hasil pemisahan

Pengungkapan Belanja K/L Pengampu untuk
membiayai K/L hasil pemisahan dilakukan pada
masing-masing Laporan Keuangan K/L vyang
mengalami pemisahan yang antara lain digunakan
untuk mendanai:

1) Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga dan
Wakil Menteri/Pimpinan Lembaga untuk K/L hasil
pemisahan; dan

2) Program/kegiatan yang relevan dan/atau sesuai
dengan pelaksanaan tusi K/L hasil pemisahan.

Secara ringkas, pengaturan pelaksanaan
penggunaan anggaran dan aset dalam masa transisi
untuk TA 2024 dan TA 2025 bagi K/L yang
mengalami perubahan berdasarkan PMK No. 90
Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Informasi penggunaan aset dalam rangka
penyelenggaraan tusi K/L

Penggunaan aset negara (BMN) untuk
mendukung tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan dengan
mengutamakan BMN eksisting sesuai kondisi
organisasi: K/L dengan perubahan nomenklatur
memakai BMN dari K/L lama; K/L hasil
pemisahan memakai BMN K/L pengampu; K/L
hasil penggabungan memakai BMN dari K/L
yang digabung; dan K/L baru memakai BMN dari
Kementerian Sekretariat Negara atau K/L yang
ditunjuk.

Jika aset yang tersedia tidak mencukupi,
pemenuhan dilakukan melalui penggunaan
bersama, pengalihan status, pemanfaatan BMN
Pengelola Barang, atau pinjam pakai barang
milik daerah, sesuai standar barang dan
kebutuhan. Bila cara-cara tersebut tidak
memadai, pemenuhan dilakukan  melalui
pengadaan dengan prioritas sewa dan tetap
mengacu pada  dokumen perencanaan
kebutuhan, kecuali untuk kebutuhan baru TA
2024 serta kebutuhan TA 2025-2026 bagi K/L
hasil pemisahan atau yang baru dibentuk.

b) Pengalihan status penggunaan BMN
dilaksanakan setelah pemeriksaan atas LKKL
dan LKPP tahun 2024 selesai dilakukan

Pengalihan status penggunaan BMN pada
Kementerian/Lembaga akibat perubahan
organisasi dilakukan setelah audit atas laporan
keuangan TA 2024 selesai, kecuali untuk entitas
hasil pemisahan, penggabungan, atau
pembentukan baru yang telah memiliki Bagian
Anggaran dan melakukan pengalihan penuh
terhadap satuan kerja. Proses ini memerlukan

persetujuan  Pengelola Barang, dengan
pengecualian tertentu seperti transfer
pembukuan, perjanjian antar K/L hingga

semester | 2025, serah terima renovasi, dan
mekanisme likuidasi.

Jika belum ada penetapan status penggunaan,
dapat digantikan dengan surat keterangan dari
Pengguna Barang. Persetujuan oleh Pengelola
Barang harus diterbitkan dalam 5 hari kerja
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c)

d)

setelah dokumen lengkap. Dalam kondisi khusus
seperti masa kerja sama, asuransi, sengketa,
atau proses persetujuan pengelolaan, tanggung
jawab atas BMN dialihkan kepada penerima, dan
jika proses persetujuan belum selesai hingga

likuidasi,  pengalihan  dilakukan  setelah
pembatalan permohonan persetujuan
sebelumnya.

Likuidasi dan penyelesaian aset dan

kewajiban K/L yang mengalami pemisahan
dan penggabungan

Kementerian/Lembaga yang mengalami
perubahan organisasi tertentu dapat dilikuidasi
dengan menyelesaikan aset dan kewajibannya,
namun proses likuidasi ini hanya dapat dilakukan
setelah Laporan Keuangan pemerintah pusat
Tahun Anggaran 2024 selesai diaudit. Kriteria
dan tata cara pelaksanaan likuidasi tersebut
harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai likuidasi entitas
akuntansi dan entitas pelaporan pada
Kementerian/Lembaga.

Kewenangan penetapan tarif atas jenis PNBP
dan persetujuan penggunaan dana PNBP
untuk kebutuhan penganggaran tahun 2025

Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami
perubahan nomenklatur, pemisahan, atau
penggabungan tetap memiliki kewenangan
memungut PNBP sesuai tugas dan fungsi
masing-masing, dengan tetap menggunakan
jenis dan tarif PNBP berdasarkan ketentuan yang
berlaku  sebelum perubahan  organisasi,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.C.

Menteri atau Pimpinan Lembaga wajib
mengusulkan dasar hukum baru untuk
menggantikan ketentuan lama paling lambat
enam bulan setelah peraturan ini diundangkan.
Persetujuan penggunaan dana PNBP tetap
berlaku hingga 31 Desember 2024, dan untuk TA
2025, persetujuan yang lama tetap berlaku
hingga ditetapkannya persetujuan baru, kecuali
untuk K/L bukan penghasil yang persetujuannya
dinyatakan tidak berlaku. Kementerian
Keuangan akan berkoordinasi dengan KI/L terkait
guna mempercepat penerbitan persetujuan
penggunaan dana PNBP yang baru.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Indonesia masih dihadapi

oleh ketidakpastian stabilitas ekonomi.
ekonomi

Situasi

global yang dinamis masih menjadi

tantangan terhadap stabilitas perekonomian global.

e)

g)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

Informasi terkait alokasi

anggaran tahun 2025

penyesuaian

Kementerian Keuangan, Kementerian
PPN/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga
(K/L) yang mengalami perubahan melakukan
pembahasan bersama untuk memetakan dan
menyesuaikan  program, kegiatan, serta
anggaran berdasarkan Renja, RKA K/L, dan
SOTK sesuai pagu TA 2025.

Hasil pembahasan disampaikan kepada DPR
melalui alat kelengkapan terkait untuk mendapat
persetujuan, yang setelah disetujui dan ditelaah
akan menjadi bagian dari daftar hasil penelaahan
RKA K/L sebagai dasar penyusunan Perpres
tentang rincian APBN.

Berdasarkan RKA K/L dan Perpres tersebut,
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA TA
2025 sesuai ketentuan, dan Kemenkeu melalui
Ditien Anggaran menyelesaikan persetujuan
DIPA paling lambat minggu pertama Desember
2024. Setelah DIPA ditetapkan, RKA K/L dapat
direviu oleh aparat pengawasan intern KI/L
dengan penyelesaian sebelum 1 Januari 2025.

Informasi terkait Penyesuaian K/L teknis yang
terlibat dalam pengelolaan TKD tahun 2025

Penyesuaian Kementerian/Lembaga teknis yang
terlibat dalam pengelolaan transfer ke daerah TA
2024 dan TA 2025 secara rinci tercantum dalam
Lampiran 1.D.

Persetujuan kontrak tahun jamak yang
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
pada KL yang mengalami pemisahan tetap
berlaku sampai dengan  berakhimya
persetujuan kontrak tahun jamak, beserta
perubahan pagu kontrak tahun jamak

Persetujuan kontrak tahun jamak yang telah
ditetapkan sebelum perubahan organisasi tetap
berlaku hingga masa berlakunya berakhir,
termasuk kontrak turunannya. Jika terdapat
perubahan pagu atau jangka waktu kontrak
setelah organisasi berubah, persetujuan kontrak
tahun jamak diberikan oleh pejabat berwenang
sesuai dengan struktur baru. Penetapannya
dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau
Menteri Keuangan berdasarkan jenis perubahan:
nomenklatur, pemisahan, atau penggabungan,
dengan memperhatikan mekanisme pengelolaan
anggaran yang digunakan pada tahun anggaran
berjalan.

Ketegangan geopolitik Timur Tengah dan kondisi
politik internal di berbagai negara memberikan
tantangan nyata bagi tren perekonomian dunia dan

stabilitas

perekonomian negara lain. Isu
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perdagangan antara dua negara dengan
perekonomian terkuat di dunia, yaitu Amerika Serikat
dan Tiongkok berpotensi memicu perang dagang
baru yang berpengaruh terhadap rantai pasok global
dan standar hidup konsumen di berbagai negara,
terutama negara berkembang. APBN TA 2024
dirancang untuk merespons dinamika perekonomian
secara efektif, mengantisipasi prospek
perekonomian global, dan mendukung agenda
pembangunan nasional di tengah ketidakpastian
perekonomian global. Sebagai penopang
perekonomian, APBN diprioritaskan untuk
pengalokasian Belanja Pemerintah dan Transfer
Daerah untuk Pemulihan Perekonomian.

Dampak perekonomian global seperti fluktuasi harga
komoditas  menjadi  fokus  acuan  dalam
mempertahankan stabilitas perekonomian nasional.
Dalam merespons dampak perekonomian nasional
terhadap kinerja APBN, kebijakan-kebijakan yang
diambil dirancang responsif, antisipatif, dan suportif
terhadap berbagai dinamika dan tantangan dalam
rangka pembangunan nasional. APBN sebagai
motor penggerak sekaligus alat pengaman
diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas
ekonomi dan melindungi serta memberi manfaat
bagi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian
perlu didorong melalui reformasi ekonomi untuk
meningkatkan daya saing dan produktivitas
nasional.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan
dengan mempertimbangkan dinamika
ketidakpastian global serta konsistensi dengan
sasaran RPJMN Tahun 2022-2024. Sejalan dengan
tema RKP 2024, kebijakan fiskal pada tahun 2024
diarahkan untuk mendukung “Mempercepat
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”. Kebijakan-kebijakan disusun untuk
mendukung percepatan reformasi fiskal secara
holistik.

Berdasarkan tema dan berbagai concern di atas,
strategi kebijakan fiskal diarahkan dalam dua
langkah. Pertama, strategi jangka pendek
difokuskan pada pengendalian inflasi dengan
menjaga stabilitas harga, penghapusan kemiskinan
ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan
peningkatan investasi. Strategi kedua ditempuh
melalui strategi jangka panjang dan menengah.
Strategi jangka menengah dan panjang akan
diterapkan dengan pendekatan lebih komprehensif.
Fokus utama dari strategi ini adalah peningkatan
kualitas sumber daya manusia, percepatan
pembangunan infrastruktur, dorongan terhadap
aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui
hilirisasi sumber daya alam, penguatan reformasi
kelembagaan dan penyederhanaan regulasi,
akselerasi ekonomi hijau. Untuk mendukung upaya
percepatan transformasi ekonomi ini, reformasi fiskal

yang menyeluruh harus dilaksanakan dengan
konsisten, mencakup berbagai aspek penting seperti
pendapatan negara, belanja negara, dan
pembiayaan anggaran.

Indonesia merupakan salah satu negara yang
perekonomiannya dapat pulih dengan relatif lebih
cepat dari dampak pandemi Covid-19. Pemerintah
harus menjaga momentum pascakrisis pandemi
Covid-19 untuk meningkatkan efektivitas
transformasi ekonomi yang diimbangi dengan
reformasi fiskal guna mendorong terciptanya
pengelolaan fiskal yang semakin sehat. Upaya
pemerintah dalam menjaga kontinuitas konsolidasi
fiskal tahun 2024 dicapai melalui optimalisasi
pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim
investasi, peningkatan kualitas belanja melalui
efisiensi dan efektivitas dalam rangka percepatan
transformasi ekonomi, serta pembiayaan yang
mendorong pembiayaan yang prudent, kreatif,
inovatif, dan sustainable. Konsolidasi fiskal harus
dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu
peran penting APBN dalam melaksanakan fungsi
distribusi,  stabilisasi, dan alokasi dalam
perekonomian.

Strategi untuk mengoptimalkan pendapatan negara
dilakukan dengan menjaga iklim investasi meskipun
menghadapi ketidakpastian global. Untuk
menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi
penerimaan pajak pada tahun 2024, kebijakan
perpajakan  difokuskan  untuk  meningkatkan
kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem
perpajakan dan memastikan efektivitas pelaksanaan
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP) guna meningkatkan rasio perpajakan. Di
sisi lain, kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pada tahun 2024 difokuskan pada
optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA)
melalui perbaikan kebijakan, pengelolaan, dan
peningkatan  nilai tambah, dengan tetap
memperhatikan  kelestarian  lingkungan, dan
penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi.

Dalam rangka peningkatan kualitas belanja
(spending better) untuk mendukung penguatan
reformasi struktural dan antisipasi terhadap
ketidakpastian global, kebijakan belanja pemerintah
pusat diarahkan untuk mendukung transformasi
ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang.
Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain

sebagai berikut: (1) mendukung percepatan
transformasi  ekonomi  melalui  penghapusan
kemiskinan ekstrem, penurunan stunting,

pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di
samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM,
percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung
hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; 2)
penguatan spending better melalui efisiensi
kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas
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pembangunan, dan berorientasi pada hasil; 3)
mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas
program perlindungan sosial; serta (4) penguatan
sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah
antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi
makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Strategi pembiayaan anggaran dalam rangka
menutup  defisit ditekankan untuk menjaga
pembiayaan utang dalam batas aman dan
manageable serta mengoptimalkan pembiayaan
nonutang. Pemerintah senantiasa mengarahkan
kebijakan pembiayaan agar pengelolaan utang
dilakukan secara prudent dan fleksibel dengan
memperhatikan efisiensi biaya utang melalui
pengembangan dan pendalaman pasar keuangan
serta melakukan pinjaman utang yang selektif sesuai
dengan arah kebijakan dalam rangka mendorong
penyediaan infrastruktur dan alih teknologi. Selain
itu, kebijakan pembiayaan nonutang dioptimalkan
dengan: (1) melakukan pembiayaan investasi yang
efektif dalam mendukung transformasi ekonomi; (2)
pemberdayaan BLU, BUMN, Sovereign Wealth Fund
(SWF), dan Special Mission Vehicles (SMV); serta
(3) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk
mengantisipasi ketidakpastian.

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian
global dan didukung oleh bauran kebijakan yang
dirancang pemerintah, pembangunan nasional yang
akan dicapai diharapkan dapat bersifat inklusif dan
berkelanjutan serta memberikan dampak atas
perbaikan indikator kesejahteraan sosial pada tahun
2024. Indikator  tersebut meliputi  Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) diupayakan berada
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pada kisaran 5,0-5,7 persen, penurunan tingkat
kemiskinan pada kisaran 6,5-7,5 persen, tingkat
ketimpangan (gini ratio) pada kisaran 0,374-0,377,
serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) yang diharapkan mencapai 73,99-74,02.
Apabila dibandingkan dengan target indikator
ekonomi tahun 2023, target indikator ekonomi tahun
2024 mencerminkan optimisme terhadap kinerja
pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pada awalnya, Kebijakan Fiskal Tahun 2024
dituangkan ke dalam konteks pengelolaan keuangan
negara melalui penetapan APBN TA 2024 dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2024 yang kemudian didetailkan ke dalam Perpres
76 Tahun 2023. Rincian APBN TA 2024 di dalam
Perpres tersebut kemudian diubah melalui Perpres
Nomor 206 Tahun 2024. Berdasarkan Perpres
Nomor 206 Tahun 2024 ditetapkan bahwa pagu
anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sebesar
Rp2.802,46 triliun, anggaran Belanja Negara
sebesar Rp3.343,49 triliun yang terdiri dari
Rp2.485,90 ftriliun Belanja Pemerintah Pusat dan
Rp857,59 triliun Transfer ke Daerah. Defisit APBN TA
2024 ditargetkan sebesar Rp541,03 ftriliun, yang
akan ditutup melalui Pembiayaan Anggaran sebesar
Rp541,03 triliun. Atas penetapan APBN TA 2024
tersebut, diharapkan dapat mendorong tercapainya
pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen. Postur
APBN TA 2024 berdasarkan Perpres 206 Tahun
2024 disandingkan dengan postur APBN TA 2023

berdasarkan Perpres 75 Tahun 2023, disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 1

Ringkasan APBN Tahun 2024 dan 2023

(dalam triliun rupiah)

_ APBN 2024 APBN 2024 APBN 2023 % Angka
Uraian (Perpres (UU No.19 Tahun (Perpres No. Naik/ Turun*

No0.206/2024 2023) 75/2023)
A. Pendapatan Negara dan Hibah 2.802,46 2.802,29 2.637,25 6,26
1.Pendapatan Negara 2.767,54 2.801,86 2.634,15 5,06
Penerimaan Perpajakan 2.218,40 2.309,86 2.118,35 4,72
Penerimaan Negara Bukan Pajak 549,14 492,00 515,80 6,46
2.Penerimaan Hibah 34,92 0,43 3,1 1026,45
B. Belanja Negara 3.343,49 3.325,12 3.117,18 7,26
1.Belanja Pemerintah Pusat 2.485,90 2.467,53 2.302,46 7,97
2.Transfer ke Daerah 857,59 857,59 814,72 5,26
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer (43,71) (25,51) (38,53) 13,46
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B) (541,03) (522,83) (479,93) 12,73
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB (2,37) (2,29) (2,27) 4,41
E. Pembiayaan Anggaran 541,03 522,83 479,93 12,73
|. Pembiayaan Utang 566,29 648,09 421,21 34,44
Il. Pembiayaan Investasi (176,22) (176,22) (175,95) 0,15
Ill. Pemberian Pinjaman (0,25) (0,25) 5,28 (104,48)
IV. Kewajiban Penjaminan (0,82) (0,82) (0,33) 148,48
V. Pembiayaan Lainnya 152,03 52,03 229,72 (33,82)

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan. Persentase atas APBN 2024 (Perpres Nomor 206 Tahun

2024) terhadap APBN 2023 (Perpres Nomor 75 Tahun 2023).
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A.3. EKONOMI MAKRO

Sepanjang tahun 2024, perekonomian global
menunjukkan resiliensi di tengah kondisi global yang
dinamis. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur
Tengah yang masih intensif tetap menjadi pemicu
risiko ketidakpastian global. Penurunan inflasi global
terus berlanjut, meskipun beberapa negara
mengalami kenaikan inflasi. Inflasi global yang
moderat mendorong pertumbuhan pendapatan riil
rumah tangga dan pengeluaran, meskipun
kepercayaan konsumen di banyak negara belum
kembali ke tingkat sebelum pandemi. Dinamika
politik di berbagai negara turut mendorong risiko
terhadap stabilitas perekonomian global. Salah
satunya, kemenangan Donald John Trump sebagai
Presiden AS memberikan sentimen positif pada
pasar saham AS, namun berpotensi meningkatkan
risiko terhadap pasar negara berkembang. Kondisi
tersebut menurunkan harapan pasar karena
kekhawatiran  kebijakan proteksionisme yang
memperlambat penurunan inflasi di AS, sehingga
The Fed terus mempertahankan kebijakan higher for
longer untuk menghindari inflasi berkepanjangan. Di
sisi lain, ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok
terkait isu perdagangan, teknologi, dan keamanan
nasional juga menciptakan ketidakpastian global.
Kebijakan proteksionisme yang agresif berdampak
pada disrupsi perdagangan internasional yang
semakin tinggi. Kondisi ini memicu perang dagang
baru yang mengganggu rantai pasok global hingga
menurunkan standar hidup konsumen di berbagai
negara, terutama negara berkembang.

Aktivitas Manufaktur Global mengalami kontraksi di
akhir tahun 2024, di angka 49,6, yang merupakan
penurunan dalam lima bulan berturut-turut. Produksi
manufaktur beberapa negara mengalami stagnan
pada kuartal terakhir 2024. India mencatat ekspansi
output tertinggi, sementara Prancis, Jerman, dan AS
mengalami penurunan tajam. Sementara itu,
aktivitas  manufaktur Indonesia menunjukkan
pertumbuhan sektor untuk pertama kali setelah
mengalami kontraksi sejak Juni 2024, di level 51,2
pada Desember 2024, yang sebelumnya 49,6 pada
November 2024. Angka ini merupakan level tertinggi
sejak Mei 2024 yang didorong oleh kenaikan
produksi dan permintaan baru, baik dari pasar
domestik maupun internasional seiring dengan
meningkatnya aktivitas menjelang Hari Libur
Nasional Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain,
beberapa negara ASEAN dengan ekonomi berbasis
manufaktur, seperti Vietnam dan Malaysia berada di

zona kontraksi, masing-masing di level 49,8 dan
48,6.

Harga komoditas global cenderung melemah di akhir
tahun 2024. Pada komoditas energi, tren harga
minyak mentah melemah meskipun OPEC
memperpanjang kebijakan supply cut dan tensi
geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus
menguat. Harga komoditas batu bara juga melemah
akibat rendahnya permintaan global dan harga listrik
di Eropa. Di sisi lain, harga komoditas pangan Crude
Palm Oil menguat dipicu oleh kenaikan permintaan
global dari India, Eropa, dan Amerika Utara serta
kekhawatiran  berkurangnya pasokan akibat
perubahan iklim. Sementara itu, harga komoditas
beras melemah sejak pertengahan tahun pasca
kebijakan pembatasan ekspor beras yang dicabut
oleh India. Pada komoditas tambang, tren harga

tembaga dan nikel masih melemah seiring
melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok
sebagai konsumen terbesar logam tambang
tersebut.

Ketidakpastian dan eskalasi tantangan semakin
menekan perekonomian global, seiring dengan
tingginya volatilitas harga komoditas. Organisation
for Economic Co-operation and Development
(OECD) dalam publikasinya pada Desember 2024
memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di
angka 3,2 persen (yoy) pada 2024 dan naik ke 3,3
persen (yoy) pada tahun 2025. Bank Dunia pada
bulan Januari 2025 memperkirakan pertumbuhan
ekonomi global hanya akan mencapai 2,7 persen
(yoy) pada tahun 2024 dan akan di tingkat yang
sama pada tahun 2025. Dengan kondisi
perekonomian yang masih dihadapkan pada
tekanan ketidakpastian, International Monetary Fund
(IMF) dalam World Economic Outlook (WEO)
Januari 2025 menyatakan pertumbuhan ekonomi
global tahun 2024 pada kisaran 3,2 persen (yoy),
sama dengan proyeksinya pada WEO Oktober 2024.
Sebelumnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi global pada WEO Januari 2024 sebesar 3,1
persen (yoy), WEO April 2024 sebesar 3,2 persen
(yoy), WEO Juli 2024 sebesar 3,2 persen (yoy), dan
WEQO Oktober 2024 sebesar 3,2 persen (yoy).
Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi global
2015-2024 dapat dilihat pada Grafik 1.
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Grafik 1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2015 — 2024

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: IMF-WEO Januari 2025

Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang
Indonesia tahun 2024 menunjukkan kinerja yang
beragam. Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi
tahun 2024 sebesar 4.8 persen (yoy), lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,2 persen
(yoy). Amerika Serikat mencatat pertumbuhan
ekonomi sebesar 2,8 persen (yoy), lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,9 persen
(yoy). Pertumbuhan ekonomi Zona Eropa sebesar
0,8 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya
sebesar 0,4 persen (yoy). Pada tahun 2024,
perekonomian negara-negara di kawasan ASEAN
menunjukkan resiliensi, yang tumbuh sebesar 4,5
persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun

(dalam persen, yoy)

-2,8 ‘

2020 2021 2022 2023 2024

sebelumnya 4,0 persen (yoy). Sementara itu,
pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami kontraksi
sebesar 0,2 persen (yoy), dibandingkan tahun
sebelumnya tumbuh 1,5 persen (yoy).

Pada tahun 2024, tingkat inflasi menunjukkan tren
moderasi di sejumlah negara. Dunia masih
dihadapkan pada ketidakpastian global yang
berpotensi pada ketidakstabilan keuangan yang
terus diwaspadai. WEO Januari 2025
mengestimasikan inflasi global pada level 5,7 persen
(yoy). Inflasi beberapa negara hingga Desember
2024 terlihat pada Grafik 2.

Grafik 2

Inflasi Negara Mitra Dagang Tahun 2024

250 2.40 2 2,90

,90
Inggris Eropa AS
Sumber: Trading Economics, 2025

Di tengah kondisi pasar tenaga kerja dan volatilitas
harga komoditas yang dipengaruhi tensi geopolitik
dan dampak perubahan iklim, tingkat inflasi global
tahun 2024 berhasil menunjukkan penurunan.
Tingkat inflasi global pada tahun 2024 sebesar 5,7
persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan
tingkat inflasi pada tahun 2023 yang tercatat sebesar
6,8 persen (yoy). Tingkat inflasi di sejumlah negara
menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh
penurunan harga energi dan pelonggaran pasar
tenaga kerja, yang menciptakan potensi stabilitas
dalam perekonomian global serta kebijakan moneter
yang lebih fleksibel. Namun demikian, sejumlah

Filipina

(dalam persen, yoy)

5,22
1,50 1,23 1,57
Singapura Thailand India Indonesia

Bank Sentral tetap mempertahankan kebijakan
higher for longer untuk memastikan penurunan
inflasi berlangsung secara konsisten. Di negara
maju, tingkat inflasi pada tahun 2024 turun mencapai
2,6 persen (yoy), yang sebelumnya sebesar 4,6
persen (yoy) pada tahun 2023. Sementara itu, di
negara berkembang tingkat inflasi pada tahun 2024
turun mencapai 7,8 persen (yoy), dari yang
sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 8,1 persen

(yoy).
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A.3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2

Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2023

(dalam persen, yoy)

Indikator ' 2024 Realisas] Realisasi Tahun
Asumsi APBN Tahun 2024 2023
Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy) 5.2 5,03 5,05
Inflasi (persen, yoy) 2,8 1,57 2,61
Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun (persen) 6,7 6,78 6,63
Nilai Tukar (rupiah per dolar AS) 15.000 15.847 15.255
Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar AS per barel) 82 78,14 78,43
Lifting Minyak (ribu barel per hari) 635 579,66 605,50
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari) 1.033 1.016,71 1.006,40

Sumber: Kementerian Keuangan (2024), Badan Pusat Statistik (2025), Bank Indonesia (2025), Kementerian ESDM (2025)

A.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas
ekonomi di tengah dinamika ekonomi global.
Perekonomian  Indonesia mampu  mencatat

pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 5,03 persen
(yoy). Keberhasilan dalam mempertahankan laju
pertumbuhan ditopang oleh aktivitas konsumsi dan
investasi yang semakin kuat. Strategi pemerintah
dalam mengoptimalkan peran APBN dan kebijakan
strategis dalam merespons tantangan ekonomi
secara cepat dan efektif turut menjaga resiliensi
ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada
Triwulan IV 2024 tercatat sebesar 5,02 persen (yoy)

Grafik 3

yang menunjukkan keberlanjutan kinerja positif dari
triwulan-triwulan sebelumnya. Secara triwulanan di
2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11
persen (yoy), 5,05 persen (yoy) di Triwulan II, dan
4,95 persen (yoy) di Triwulan Ill. Secara tahunan,
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024
tercatat lebih rendah dibandingkan asumsi APBN,
yaitu 5,20 persen (yoy). Meskipun pertumbuhan
ekonomi tahun 2024 sedikit melambat dibandingkan
tahun sebelumnya, Indonesia berhasil menjaga
kinerja ekonomi tetap kuat.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

-2,07
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, seluruh komponen menunjukan
pertumbuhan positif pada akhir tahun 2024.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi
penyumbang utama dalam Produk Domestik Bruto
(PDB) dengan kontribusi 54,04 persen, tumbuh 4,94
persen (yoy) pada tahun 2024 atau lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yaitu 4,82
persen (yoy). Konsumsi Rumah Tangga berhasil
tumbuh positif didorong oleh inflasi yang relatif

5,31

(dalam persen, yoy)

5,05

5,03

terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat.
Hal ini sejalan dengan peningkatan kinerja sektor
pariwisata yang berdampak pada peningkatan
Restoran dan Hotel serta jumlah penumpang
angkutan rel, laut, dan udara. Selain itu, kebijakan
APBN dalam mempertahankan daya beli
masyarakat melalui belanja bantuan sosial serta
penguatan distribusi pasokan pangan mampu
menjaga stabilitas harga. Aktivitas sosial ekonomi
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masyarakat yang semakin menguat, tercermin pada
kinerja Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah
Tangga (LNPRT) pada tahun 2024 yang mengalami
pertumbuhan tertinggi yaitu 12,48 persen (yoy).

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas terkait
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
serta berbagai acara olahraga.

Grafik 4
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Konsumsi Pemerintah tahun 2024 tumbuh positif
seiring dengan optimalisasi peran APBN dalam
menjaga perekonomian nasional. Kinerja Konsumsi
Pemerintah tumbuh positif sebesar 6,61 persen
(yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar
3,02 persen (yoy). Kinerja baik tersebut tercermin
dari peran belanja negara yang semakin optimal
sebagai shock absorber dalam menahan efek
guncangan ekonomi global. Realisasi belanja
negara memberikan  multiplier  effect bagi
perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha
maupun konsumsi masyarakat. Belanja negara juga
turut menjaga momentum pemulihan ekonomi
dengan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang juga
menjadi penyumbang utama PDB menunjukkan
pertumbuhan positif sebesar 4,61 persen (yoy) pada
tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023
sebesar 3,76 persen (yoy). Pertumbuhan PMTB
menunjukkan konsistensi perbaikan dalam kurun
empat tahun terakhir. Stabilitas ekonomi-politik serta
dukungan kebijakan fiskal dan moneter, mampu
meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi
investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi. Hal
ini tercermin dari peningkatan realisasi PMA dan
PMDN yang tumbuh 20,82 persen, lebih dari target
yang ditetapkan. Pertumbuhan PMTB utamanya
ditopang oleh pembangunan strategis yang
dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak
swasta, salah satunya kelanjutan  proyek
pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan
konstruksi lainnya. Selain itu, peningkatan belanja

(dalam persen, yoy)

7,95
4,61 6,51

Pembentukan  Ekspor Barang dan Impor Barang dan

Modal Tetap Bruto Jasa Jasa

2022 w2023 2024

modal yang dialokasikan untuk berbagai sektor
produktif juga menjadi pendorong investasi.
Pertumbuhan impor barang modal, seperti mesin,
peralatan, dan teknologi penunjang, berperan
penting dalam mendorong kelangsungan proyek-
proyek strategis tersebut.

Kinerja Ekspor Barang dan Jasa mampu tumbuh
sebesar 6,51 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 1,34 persen (yoy).
Pertumbuhan Ekspor Barang yang tumbuh sebesar
5,81 persen (yoy), ditopang oleh pertumbuhan
Ekspor Barang Nonmigas sebesar 6,13 persen (yoy)
dan Ekspor Barang Migas sebesar 2,38 persen
(voy). Pertumbuhan Ekspor Barang didorong oleh
peningkatan nilai dan volume komoditas, antara lain
mesin atau peralatan listrik, dan nikel. Komoditas
yang mengalami peningkatan volume ekspor di
antaranya bahan bakar mineral, besi dan baja, serta
migas. Sementara itu, Ekspor Jasa tumbuh sebesar
14,2 persen (yoy) didorong oleh peningkatan jumlah
wisatawan mancanegara. Kinerja pertumbuhan ini
menunjukkan bahwa perdagangan internasional
relatif kuat di tengah ketidakpastian global. Impor
Barang dan Jasa menunjukkan tren pertumbuhan
sebesar 7,95 persen (yoy) pada tahun 2024. Impor
Barang mampu tumbuh sebesar 8,15 persen (yoy).
Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh impor
Barang Nonmigas yang tumbuh 9,01 persen (yoy),
terutama untuk bahan baku yang mendukung
aktivitas sektor manufaktur dan Impor Barang Migas
sebesar 3,58 persen (yoy). Sementara itu, Impor
Jasa tumbuh 6,67 persen (yoy), didorong oleh
peningkatan jumlah wisatawan Indonesia ke luar
negeri.
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LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (UNAUDITED)

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi di seluruh lapangan usaha
pada tahun 2024 melanjutkan tren positif. Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan
sektor penyumbang tertinggi ketiga terhadap PDB
nasional yang tumbuh sebesar 0,67 persen (yoy).
Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 1,31 persen (yoy).
Pelemahan kinerja Sektor Pertanian disebabkan
oleh penurunan produksi padi dan kelapa sawit
akibat perubahan iklim yang berpengaruh terhadap

Grafik 5

pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan yang
mengalami kontraksi sebesar 0,21 persen (yoy). Di
sisi lain, Subsektor Tanaman Hortikultura dan
Tanaman Perkebunan masing-masing tumbuh positif
sebesar 0,85 persen (yoy) dan 0,67 persen (yoy).
Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu juga
mengalami kontraksi sebesar 2,06 persen (yoy).
Sementara itu, Subsektor Perikanan tumbuh positif
sebesar 0,68 persen (yoy).

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sektor Pertambangan mencatatkan pertumbuhan
sebesar 4,90 persen (yoy) pada tahun 2024, lebih
rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
6,12 persen (yoy). Subsektor Pertambangan Bijih
Logam merupakan penyumbang terbesar terhadap
sektor ini, dengan pertumbuhan signifikan sebesar
8,30 persen (yoy), seiring peningkatan permintaan
domestik dan luar negeri. Subsektor Batubara dan
Lignit serta Penggalian Lainnya tumbuh positif
masing-masing sebesar 6,82 persen (yoy) dan 6,27
persen (yoy). Di sisi lain, Subsektor Minyak, Gas dan
Panas Bumi mengalami kontraksi sebesar 0,78
persen  (yoy), seiring dengan penurunan
produktivitas sumur-sumur minyak yang masih
berlanjut.

Industri Pengolahan merupakan sektor sebagai
penyumbang tertinggi terhadap PDB nasional yang
tumbuh sebesar 4,43 persen (yoy), sedikit melambat
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,64
persen (yoy). Kinerja sektor ini didorong oleh
permintaan domestik dan luar negeri, yang tercermin
dari pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman
sebesar 5,90 persen (yoy). Selain itu, Industri Logam
Dasar serta Industri Barang Logam tumbuh masing-
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masing tumbuh sebesar 13,34 persen (yoy) dan 6,16
persen (yoy), sejalan dengan permintaan luar negeri
untuk besi dan baja, barang logam, komponen
elektronik, dan peralatan listrik. Di sisi lain, Sektor
Konstruksi dan Real Estate mampu tumbuh masing-
masing 7,02 persen (yoy) dan 2,50 persen (yoy)
pada tahun 2024, sejalan dengan pembangunan
infrastruktur dan aktivitas konstruksi lainnya.

Sejalan dengan pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor juga
tumbuh positif sebesar 4,86 persen (yoy) sepanjang
tahun 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh
peningkatan perdagangan barang domestik dan
impor, sehingga mampu mendorong Subsektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan
Sepeda Motor mencapai 5,95 persen (yoy).
Sementara itu, Subsektor Perdagangan Mobil,
Sepeda Motor dan Reparasinya mengalami
kontraksi sebesar 0,05 persen (yoy).

Seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat,
Sektor Transportasi dan Pergudangan mampu
tumbuh sebesar 8,69 persen (yoy) pada tahun 2024.
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Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan jumlah
penumpang dan barang pada moda transportasi
sejalan dengan libur HBKN Natal dan Tahun Baru.
Subsektor Angkutan Rel mampu tumbuh 18,61
persen (yoy) ditandai dengan peningkatan jumlah
penumpang kereta api jarak jauh, Lintas Raya
Terpadu/Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, dan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Angkutan Darat dan
Angkutan Udara masing-masing mampu tumbuh
9,89 persen (yoy) dan 6,75 persen (yoy). Di sisi lain,
Subsektor Pergudangan dan Jasa Penunjang
Angkutan Pos dan Kurir mampu tumbuh 9,37 persen

(yoy).

Sejalan dengan pertumbuhan Sektor Transportasi,
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
juga tumbuh positif 8,56 persen (yoy) pada tahun
2024. Penyelenggaraan event nasional dan
internasional yang meningkatkan arus wisatawan
baik dari domestik maupun mancanegara turut
mendorong kinerja sektor tersebut. Hal ini tercermin
dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan
wisatawan mancanegara pada tahun 2024 masing-
masing tumbuh sebesar 23,65 persen (yoy) dan
19,05 persen (yoy). Selain itu, Tingkat Penghunian

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

Kamar Hotel (TPKH) Bintang tumbuh 52,63 persen
(yoy). Pertumbuhan ini memberikan dampak positif
terhadap perkembangan industri pariwisata yang
semakin kuat.

Secara spasial, perekonomian seluruh wilayah
tumbuh positif sepanjang tahun 2024 dengan
sumber pertumbuhan yang beragam. Pertumbuhan
ekonomi tertinggi adalah wilayah Maluku dan Papua
sebesar 7,81 persen (yoy) dan wilayah Sulawesi
sebesar 6,18 persen (yoy), yang didorong oleh
kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan oleh
Pemerintah. Wilayah Kalimantan tumbuh sebesar
5,62 persen (yoy), sejalan dengan pertumbuhan
Sektor Konstruksi adanya pembangunan proyek
IKN. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh
sebesar 5,04 persen (yoy), didorong oleh Sektor
Pariwisata dan Pertambangan. Sementara itu,
wilayah Jawa dan Sumatera tumbuh di bawah rata-
rata pertumbuhan nasional masing-masing sebesar
4,92 persen (yoy) dan 4,45 persen (yoy). Meskipun
demikian, pertumbuhan pada kedua wilayah
tersebut didorong oleh Sektor Manufaktur yang
tumbuh relatif stabil.

Grafik 6

Aspek Spasial Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDB
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada akhir tahun 2024, kondisi ekonomi
menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang stabil.
Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap
berbagai risiko yang mungkin timbul yang dapat
berpotensi terhadap pelaksanaan APBN.
Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN
sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas
makro dan memastikan ekonomi Indonesia tetap
tumbuh inklusif dan berkelanjutan. Keberlanjutan
upaya penguatan fundamental ekonomi terus

dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi,
penguatan ketahanan pangan, pengembangan
energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan
produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim
investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus
memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi
untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,
melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan
sektor keuangan.
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A.3.1.2. Inflasi

Di tengah risiko fluktuasi harga, stabilitas inflasi yang
terjaga menjadi indikator utama kekuatan ekonomi.
Kebijakan pemerintah yang proaktif dalam
mengoptimalkan daya beli masyarakat berperan
penting untuk meredam dampak gejolak harga.
Dengan inflasi yang terkendali, ekonomi dapat
mempertahankan momentum pertumbuhannya,
meskipun ada tekanan eksternal. Tingkat inflasi

nasional tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen
(yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023
sebesar 2,61 persen (yoy). Penurunan laju inflasi
didorong oleh terjaganya inflasi inti (core inflation),
harga yang diatur pemerintah (administered price),
dan inflasi pangan bergejolak (volatile food). Tren
perkembangan inflasi dapat dilihat pada Grafik 7.

Grafik 7

Perkembangan Tingkat Inflasi 2022 — 2024

(dalam persen, yoy)
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Inflasi dari komponen inti pada Desember 2024
tercatat sebesar 2,26 persen (yoy), lebih tinggi
dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar 1,80
persen (yoy). Penguatan inflasi inti didorong oleh
peningkatan inflasi pada kelompok, perawatan
pribadi, pendidikan, sandang, dan kesehatan.

Inflasi dari komponen harga yang diatur pemerintah
(administered prices) pada Desember 2024
mencapai 0,56 persen (yoy), lebih rendah
dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar 1,72
persen (yoy). Penurunan ini didorong oleh kebijakan
harga energi yang tetap stabil di tengah kondisi
geopolitik global yang memengaruhi fluktuasi harga
minyak mentah dunia. Pemerintah memastikan
kebijakan harga energi tetap kondusif untuk

2,51
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mendukung daya beli masyarakat dan menjaga
keseimbangan ekonomi dalam negeri.

Tekanan inflasi pangan bergejolak (volatile food)
pada tahun 2024, tercatat sebesar 0,12 persen (yoy),
menurun dari Desember 2023 sebesar 6,73 persen
(yoy). Kondisi ini didorong oleh pergerakan sebagian
besar harga pangan vyang terus melandai.
Penurunan harga pangan tersebut didorong oleh
pasokan pangan hortikultura seiring dengan masa
panen beberapa komoditas seperti cabai, bawang
merah, dan tomat. Kebijakan stabilisasi harga dan
pasokan juga turut mendukung terjaganya harga
pangan nasional. Perkembangan tingkat Inflasi
menurut kelompok komponen Tahun 2024 dapat
dilihat pada Grafik 8
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Secara keseluruhan, laju inflasi Desember 2024
relatif terkendali. Tingkat inflasi pada tahun 2024
berhasil dipertahankan dalam kisaran sasaran
2,5+1,0 persen. Inflasi yang terkendali tersebut
menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menjaga

A.3.1.3. Yield Surat Berharga Negara

Sepanjang tahun 2024, tingkat suku bunga (yield)
Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun
menghasilkan angka yang bervariasi. Yield SBN 10
Tahun menunjukkan tren peningkatan di akhir tahun
2024. Setelah berada di yield tertinggi pada bulan
April sebesar 7,22 persen, yield SBN 10 tahun
berlanjut melemah hingga mencapai yield terendah

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

Grafik 8
Perkembangan Tingkat Inflasi Januari-Desember 2024 Menurut Kelompok Komponen
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stabilitas harga. Upaya pengendalian inflasi
dilakukan pemerintah dengan koordinasi kuat antara
Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan pemerintah
daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP dan TPID).

sebesar 6,40 di akhir September 2024, kemudian
kembali meningkat hingga mencapai 7,04 di akhir
Desember 2024. Setelah pemangkasan suku bunga
acuan di AS dan beberapa negara maju lainnya,
rata-rata yield SBN 10 Tahun pada tahun 2024
mencapai 6,78 persen. Perkembangan yield SBN 10
tahun dapat dilihat pada Grafik 9.

Grafik 9
Perkembangan Yield Hasil Lelang SUN 10 Tahun
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Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Kenaikan yield SBN 10 Tahun di akhir tahun
mencerminkan respons pasar terhadap dinamika
global dan domestik, termasuk penyesuaian
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ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter Bank
Indonesia (BI) dan kebijakan fiskal pemerintah. Tren
peningkatan yield mengindikasikan penyesuaian
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risiko oleh investor, terutama terkait ketidakpastian
global, seperti fluktuasi suku bunga acuan di Amerika
Serikat, pergerakan nilai tukar, dan tensi geopolitik.
Secara keseluruhan, rata-rata yield SBN 10 Tahun di
level 6,78 persen menunjukkan  stabilitas
fundamental perekonomian Indonesia, sekaligus

A.3.1.4. Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah di
akhir tahun 2024. Di tengah ketidakpastian pasar
keuangan global, nilai tukar rupiah yang mengacu
pada Kurs Tengah Transaksi Bl mencapai Rp16.162
per dolar AS pada akhir tahun 2024 atau melemah
4,68 persen dibandingkan dengan awal tahun 2024.
Nilai tukar rupiah di awal tahun 2024 tercatat pada
level Rp15.439 per dolar AS, kemudian melemah
dan mencapai depresiasi tertinggi sebesar Rp16.458

mencerminkan kepercayaan
prospek jangka menengah. Perkembangan ini
menunjukkan peran SBN sebagai instrumen
pembiayaan yang efektif, sekaligus sebagai acuan
pasar keuangan domestik.

investor terhadap

per dolar AS pada Juni 2024, dan berlanjut menguat
sampai di level paling rendah sebesar Rp15.092
pada September 2024. Nilai tukar rupiah kembali
melemah menjelang akhir tahun 2024. Rata-rata nilai
tukar rupiah Januari-Desember 2024 tercatat
sebesar Rp15.847 per dolar AS. Tren nilai tukar
rupiah terhadap Dolar AS tahun 2023 dan 2024
dapat dilihat pada Grafik 10.

Grafik 10
Tren Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tahun 2023 dan 2024
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Fluktuasi nilai tukar dipengaruhi oleh kebijakan
moneter negara maju, tensi geopolitik, dan
peningkatan permintaan dolar AS, termasuk
berdampak pada depresiasi di akhir tahun. Meskipun
demikian, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2024
menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga. Bank
Indonesia terus memperkuat kebijakan untuk
keberlanjutan aliran masuk modal asing guna
memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Dalam

(rupiah per dolar AS)
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2023 2024

mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, Bank
Indonesia melakukan penurunan Bl-Rate secara
moderat sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen. Dalam
rangka mendukung  pertumbuhan  ekonomi
berkelanjutan, Bank Indonesia terus memperkuat
kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem
pembayaran dalam memitigasi dampak dari risiko
global.

A.3.1.5. Harga Minyak Mentah Indonesia/lndonesia Crude Price (ICP)

Sepanjang tahun 2024, dinamika harga minyak
mentah global dipengaruhi oleh berbagai faktor,
termasuk ketegangan geopolitik, kebijakan produksi
negara-negara anggota Organization of the
Petroleum Exporting Countries (OPEC), serta
prospek pertumbuhan ekonomi global.
Ketidakpastian global yang disebabkan oleh
perlambatan ekonomi di negara-negara utama
seperti Tiongkok dan Amerika Serikat turut
memengaruhi permintaan energi global. Di tengah
stagnasi perekonomian global, harga minyak
mentah  mengalami  tren  penurunan yang
dipengaruhi dari sisi demand dan supply. Dari sisi

demand, Tiongkok selaku lokomotif perekonomian
dunia yang menjadi konsumen energi terbesar dunia
belum pulih permintaannya. Demand yang rendah
juga diikuti sisi supply dimana Organization of the
Petroleum Exporting Countries (OPEC) turut
menurunkan produksi minyaknya untuk menjaga
semakin turunnya harga minyak mentah dunia.
Selain itu, faktor geopolitik juga berpengaruh
terhadap pergerakan harga minyak mentah. Pasar
cenderung wait and see atas ketegangan di timur
tengah, khususnya antara Israel-Iran.

Secara umum, harga minyak mentah Indonesia
mengalami penurunan setelah menunjukkan tren
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kenaikan sejak awal tahun 2024. Harga sempat
mencapai level tertinggi pada April 2024 sebesar
87,61 dolar AS per barel yang dipengaruhi oleh
beberapa sentimen di antaranya permintaan minyak
mentah yang tinggi di tengah ketidakpastian
perekonomian global. Harga minyak mentah
menurun pada bulan Mei dan Juni, sebelum kembali
naik sedikit pada Juli menjadi 82,00 dolar AS per
barel, dan akhirnya turun hingga mencapai 71,61
dolar AS per barel pada Desember 2024. Realisasi
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harga rata-rata harga minyak Indonesia selama
periode Januari-Desember 2024 tercatat 78,14 dolar
AS per barel, lebih rendah dibandingkan tahun 2023
sebesar 78,43 dolar AS per barel. Realisasi harga
pada tahun 2024 juga lebih rendah dibandingkan
harga yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2024
sebesar 82 dolar AS per barel. Perkembangan rata-
rata harga minyak mentah Indonesia dapat dilihat
pada Grafik 11.

Grafik 11
Perkembangan Rata-Rata Harga Minyak Mentah Indonesia 2023 dan 2024

(dolar AS per barel)
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A.3.1.6. Lifting Minyak dan Gas Bumi
Lifting minyak dan gas bumi (migas) merupakan dihadapkan dengan tantangan besar, seperti

volume produksi migas dari lapangan migas nasional
yang siap untuk dijual. Lifting minyak dan gas bumi
menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa
komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas,
penerimaan perpajakan di sektor migas, dan transfer
daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk
daerah penghasil migas. Lifting migas bumi masih

penurunan alami dari sumur produksi dan unplanned
shutdown di beberapa lapangan migas. Dalam
APBN 2024, target lifting migas terdiri dari lifting
minyak sebesar 635 ribu barel minyak per hari (rbph)
dan lifting gas bumi sebesar 1.033 ribu barel setara
minyak per hari (rbsmph). Perkembangan lifting
Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada Grafik 12.

Grafik 12
Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024
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Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, 2025

Pada tahun 2024, realisasi lifting minyak mencapai
579,66 rbph atau 91,28 persen dari target APBN
2024. Sementara itu, lifing gas bumi tahun 2024
mencapai 1.016,71 rbsmph atau sebesar 98,42
persen dari target APBN 2024. Realisasi lifting

Lifting Gas

minyak tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar
4,27 persen (yoy), dibandingkan dengan tahun 2023.
Di sisi lain, realisasi lifting gas bumi tahun 2024
mengalami peningkatan sebesar 1,02 persen (yoy)

Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum | 28



LAPORAN KEUANGAN ‘ e \/
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED) . ‘ <

dibandingkan dengan periode yang sama tahun dalam menghadapi kendala tersebut, perlu
2023. mengoptimalkan peningkatan produksi hulu migas
Kendala capaian lifting migas yang berada di bawah terus, di antaranya perkembangan giant fields,
target APBN 2024, antara lain: (i) penurunan secara pelaksanaan enhanced oil recovery, peningkatan
alamiah sumur-sumur produksi yang sudah tua, (ii) investasi eksplorasi migas, dan penyelenggaraan
adanya unplanned shutdown akibat bencana banjir carbon captured utilization and storage (CCUS).
dan kebakaran yang melanda di beberapa wilayah di Kebijakan eksplorasi hulu migas juga terus
Indonesia, (iii) pemberlakukan safety stand down, diupayakan untuk menemukan sumur-sumur baru
serta (iv) penurunan permintaan gas pada awal sehingga produksi hulu migas dapat terus
tahun baik di dalam maupun luar negeri. Upaya ditingkatkan.

A.3.2.INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Tabel 3
Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2023
Indikator Realisasi Realisasi
Tahun 2024 Tahun 2023
Ekspor (miliar dolar AS) 261,81 257,68
Impor (miliar dolar AS) 221,89 211,41
Cadangan Devisa (miliar dolar AS) 155,72 146,38
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) — Surplus/(Defisit) 7,20 6,30
Bank Indonesia Rate (persen) 6,00 6,00
IHSG (end of period) 7.079,90 7.272,80
Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BEI, 2025
A.3.2.1. Ekspor dan Impor
Kinerja ekspor Indonesia tahun 2024 menunjukkan meningkat seiring dengan permintaan dalam negeri
tren peningkatan di tengah ketidakpastian yang semakin kuat. Nilai impor (fob) pada tahun
perekonomian global. Nilai ekspor barang (fob) pada 2024 mencapai 221,89 miliar dolar AS, tumbuh 4,95
tahun 2024 mencapai 261,81 miliar dolar AS, tumbuh persen  (yoy) dibandingkan tahun  2023.
1,60 persen (yoy) dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan tersebut bersumber dari pertumbuhan
Peningkatan ekspor tersebut bersumber dari impor nonmigas sebesar 5,00 persen (yoy) di tengah
pertumbuhan ekspor nonmigas dan ekspor migas impor migas yang mengalami kontraksi sebesar 0,29
masing-masing sebesar 1,55 persen (yoy) dan 1,10 persen. Impor nonmigas tahun 2024 mencapai
persen (yoy). Ekspor nonmigas tahun 2024 182,88 miliar dolar AS atau berkontribusi sebesar
mencapai 245,75 miliar dolar AS atau berkontribusi 82,42 persen terhadap total impor. Sementara itu,
sebesar 93,86 persen terhadap total ekspor. impor migas tahun 2024 mencapai 34,66 miliar dolar
Sementara itu, ekspor migas tahun 2024 mencapai AS atau berkontribusi 15,62 persen terhadap total
15,00 miliar dolar AS atau berkontribusi 5,73 persen impor. Perkembangan nilai ekspor, impor, dan
terhadap total ekspor. Di sisi lain, kinerja impor juga neraca perdagangan dapat dilihat pada Grafik 13.

Grafik 13
Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2020-2024

(dalam miliar dolar AS)
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Kinerja neraca perdagangan Indonesia konsisten dibandingkan surplus tahun 2023 sebesar 46,27
mencatat surplus. Meskipun pelemahan ekspor lebih miliar dolar AS. Penurunan surplus neraca
besar dibandingkan pelemahan impor, neraca perdagangan ini lebih lanjut membawa implikasi
perdagangan tahun 2024 tetap mencatatkan surplus pada kinerja neraca transaksi berjalan sepanjang
39,92 miliar dolar AS. Surplus ini lebih rendah tahun 2024.
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A.3.2.2. Neraca Pembayaran Indonesia

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada
tahun 2024 mencatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar
AS, lebih besar dibandingkan surplus pada tahun
2023 sebesar 6,3 miliar dolar AS. Perbaikan NPI
terutama ditopang oleh perbaikan signifikan pada
kinerja Neraca Transaksi Modal dan Finansial
(NTMF) seiring dengan defisit pada Neraca
Transaksi Berjalan (NTB). Neraca transaksi berjalan
tahun 2024 kembali mencatatkan defisit sebesar 8,9
miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB), setelah
mencatat defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,1
persen dari PDB) pada tahun 2023. Kinerja neraca
transaksi berjalan ini didorong oleh penurunan
surplus neraca perdagangan barang serta kenaikan
defisit neraca jasa dan pendapatan primer, di tengah
surplus pendapatan sekunder yang meningkat.
Surplus neraca perdagangan yang menurun
disebabkan oleh kenaikan ekspor sejalan dengan
kenaikan harga komoditas global dan penurunan
permintaan dari negara mitra dagang. Sementara itu,
pertumbuhan impor didorong oleh peningkatan
permintaan domestik yang terus terjaga seiring
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dengan periode Hari Libur Nasional Natal dan Tahun
Baru yang berdampak pada peningkatan kunjungan
wisatawan nasional ke luar negeri.

Kinerja NTMF menunjukkan perbaikan di tengah
masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan
global. Pada tahun 2024, kinerja NTMF membaik
secara signifikan dengan surplus 16,4 miliar dolar
AS, setelah mencatat surplus 9,9 miliar dolar AS
pada tahun sebelumnya. Terjaganya iklim investasi
dan kepercayaan investor terhadap prospek
perekonomian Indonesia mendorong investasi
langsung tetap masuk ke dalam negeri. Selain itu,
aliran investasi portofolio juga mencatat kenaikan
surplus di tengah ketidakpastian pasar keuangan
global. Investasi lainnya mencatat defisit yang lebih
rendah sejalan dengan kenaikan penarikan
pinjaman  luar negeri pemerintah. Secara
keseluruhan, perkembangan NPI pada tahun 2024
menunjukkan ketahanan sektor eksternal dalam
menghadapi ketidakpastian perekonomian global

yang tinggi.

Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2024 dan 2023

(dalam miliar dolar AS)

Uraian Tahun 2024 Tahun 2023
Transaksi Berjalan (Current Account) -8,9 -2,0
Transaksi Modal dan Finansial (Capital & Financial Account) 16,4 9,9
Selisih Perhitungan Bersih (Net Errors & Omission) -1,5 0,5
Neraca Keseluruhan (Overall Balance) 7,2 6,3

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Kinerja NPI tersebut turut mendorong penguatan
posisi cadangan devisa pada Desember 2024
menjadi 155,72 miliar dolar AS dari semula 146,38
miliar dolar AS pada Desember 2023. Kenaikan
posisi cadangan devisa tersebut terutama berasal
dari penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan
pinjaman luar negeri pemerintah. Posisi cadangan
devisa ini setara dengan pembiayaan 6,7 bulan
impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang

luar negeri pemerintah serta berada di atas standar
kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan impor.
Posisi cadangan devisa tersebut tetap memadai
karena didukung oleh stabilitas dan prospek
ekonomi yang terjaga. Perkembangan cadangan
devisa periode dapat dilihat pada Grafik 14.
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Grafik 14
Perkembangan Cadangan Devisa Tahun 2023 dan 2024

(dalam miliar dolar AS)
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A.3.2.3. Perkembangan Kebijakan Moneter
Volatilitas di pasar keuangan sepanjang tahun 2024 dinamika yang terjadi dalam perekonomian global
turut memengaruhi arah kebijakan moneter yang maupun domestik.
diambil oleh Bank Indonesia, salah satunya adalan Upaya stabilisasi nilai tukar juga dilakukan oleh Bank
dengan menurunkan suku bunga Bl-Rate sebesar 25 . . .
; . . Indonesia melalui operasi moneter dengan
basis poin (bps) pada September 2024, dari 6,25 C .
. .. . memengaruhi likuiditas uang beredar di dalam
persen menjadi 6,00 persen. Kebijakan ini . . .
. . . negeri. Pada akhir tahun 2024, operasi moneter
mencerminkan upaya Bl untuk memberikan stimulus . . .
, ) . Bank Indonesia tercermin dari uang beredar luas
kepada perekonomian dengan tetap menjaga tingkat
. . o . . (M2) yang tumbuh sebesar 4,40 persen (yoy).
inflasi dan nilai tukar rupiah agar tetap terkendali. . . )
. . Pertumbuhan M2 yang relatif stabil mencerminkan
Sejak Oktober 2023, Bank Indonesia S ; .
likuiditas perekonomian yang memadai untuk
mempertahankan Bl-Rafe sebesar 6,00 persen L e .
. . . - mendukung aktivitas bisnis dan konsumsi di
hingga Maret 2024, kemudian meningkat menjadi . ) - .
: Indonesia. Pada akhir tahun 2024, nilai tukar rupiah
6,25 persen sampai dengan Agustus 2024 sebelum
L . tercatat Rp16.162 per dolar AS, atau menguat
turun menjadi 6,00 persen pada September sampai . .
. . sebesar 4,68 persen dibandingkan dengan awal
dengan Desember 2024. Hal ini mencerminkan
. . tahun 2024.
bahwa Pemerintah secara kontinu merespons
Grafik 15

Bl-Rate dan Operasi Moneter Tahun 2023-2024
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Langkah pengetatan kebijakan moneter Bank
Indonesia sedikit banyak juga memengaruhi uang
beredar luas (M2). Sepanjang tahun 2024,
pertumbuhan M2 utamanya didorong oleh Net

Apr-24
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Domestic Asset (NDA). NDA tercatat tumbuh 5,40
persen (yoy) yang mencerminkan ekspansi dalam
perekonomian domestik. Meski demikian, aliran
modal asing relatif terbatas sehingga Net Foreign
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Asset (NFA) tidak berkontribusi signifikan terhadap
pertumbuhan M2. Kondisi ini dipengaruhi oleh
volatilitas pasar keuangan global yang membuat
investor asing cenderung lebih berhati-hati dan
menahan dananya untuk masuk ke emerging market
seperti Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan
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adanya tantangan eksternal yang dihadapi
Indonesia dalam menarik aliran modal asing di
tengah  kondisi global yang tidak pasti.
Perkembangan uang beredar dan faktor-faktor yang
memengaruhi dapat dilihat pada Grafik 16.

Grafik 16
Perkembangan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tahun 2023 — 2024
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A.3.2.4. Bank Indonesia Rate

Keberlanjutan pemulihan ekonomi pada tahun 2024
tidak terlepas dari respons pembauran kebijakan

Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas
makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan
Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas

makroekonomi dan sistem keuangan mendorong
pemulihan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Bank Indonesia telah menempuh bauran kebijakan
moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran
pengelolaan uang rupiah dalam mengakselerasi
pemulihan di tengah potensi risiko global yang
semakin meluas. Sejak Januari 2023, suku bunga
acuan atau Bl-Rate dipertahankan di 5,75 persen
sampai dengan September 2023, lalu meningkat
menjadi 6,00 persen pada bulan Oktober 2023
hingga Maret 2024. Bl-Rate meningkat kembali
menjadi 6,25 persen pada bulan April 2024 hingga
Agustus 2024, dan pada akhirnya turun menjadi 6,00
persen pada September sampai dengan Desember
2024. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah Januari-
Desember 2024 terdepresiasi 3,88 persen (yoy)
dibandingkan periode yang sama tahun 2023, dari
semula Rp15.255 per dolar AS menjadi Rp15.847
per dolar AS.

Nov-23

Dec-23

= NDA (Net Domestic Assets)

(dalam persen, yoy)
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Keputusan dalam mempertahankan Bl-Rate 6,00
persen merupakan konsistensi kebijakan moneter
untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali
dalam kisaran sasaran 2,5+1,0 persen pada tahun
2024 dan 2025. Kebijakan penguatan
makroprudensial secara konsisten tetap dilakukan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, mendorong kredit pembayaran
perbankan, serta mempercepat digitalisasi sistem
pembayaran guna menjaga stabilitas perekonomian
di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan
global. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk
mengendalikan  stabilitas nilai  tukar rupiah.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial secara
konsisten tetap dilakukan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga
dapat menjaga ketahanan potensi risiko eksternal.
Kebijakan penurunan Bl-Rate menjadi 6,00 persen
pada September 2024 juga diikuti dengan
diturunkannya suku bunga Deposit Facility menjadi
5,25 persen serta suku bunga Lending Facility
menjadi 6,75 persen. Perkembangan Bl-Rate Tahun
2021-2023 dapat dilihat pada Grafik 17.
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Grafik 17
Perkembangan Bank Indonesia Rate tahun 2023—-2024

(dalam persen)
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Dalam memitigasi dampak risiko global, Bank SUVBI; (iii) penguatan kebijakan transparansi Suku
Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra suku bunga kredit per sektor ekonomi; (iv)
strategis melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan percepatan digitalisasi sistem pembayaran dengan
(KSSK). Penguatan kebijakan sistem pembayaran transaksi QRIS untuk efisiensi transaksi dan
dilakukan melalui (i) stabilisasi nilai tukar rupiah perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital;
melalui intervensi di pasar valuta asing dengan fokus serta (v) memperluas kerja sama dengan sejumlah
transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward Bank Sentral untuk penggunaan Local Currency
(DNDF), dan SBN; (ii) optimalisasi SRBI, SVBI, dan Transaction (LCT).
A.3.2.5. Indeks Harga Saham Gabungan
Sepanjang tahun 2024, Indeks Harga Saham September 2024, IHSG kembali menguat secara
Gabungan (IHSG) mengalami pergerakan yang konsisten, didorong oleh optimisme terhadap
cukup dinamis di tengah ketidakpastian pasar prospek ekonomi domestik yang lebih stabil, dengan
keuangan global. IHSG dibuka dengan posisi pencapaian tertingginya di level 7.905,39 pada bulan
7.323,59, mencatatkan kinerja yang cukup stabil di September. Menjelang akhir tahun, IHSG terus
awal semester pertama. Namun, pada pertengahan bergerak fluktuatif dan masih berada di angka 7.000.
tahun bulan Juni, IHSG mengalami penurunan yang Penguatan ini mencerminkan keyakinan pasar
cukup tajam, mencapai level terendah di angka terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang lebih baik,
6.726,92, dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi meski ketidakpastian global masih menjadi faktor
global, fluktuasi harga komoditas, serta pengaruh yang terus memengaruhi pergerakan pasar saham
kebijakan moneter negara maju yang cenderung domestik. Tren laju IHSG 2023 dan 2024 ditunjukkan
hawkish. Meski demikian, pasar mulai menunjukkan pada Grafik 18.
tanda-tanda pemulihan. Memasuki bulan Juli hingga
Grafik 18

Tren Laju IHSG (end of period) Tahun 2023 dan 2024
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Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025

A.3.2.6. Indikator Stabilitas Sistem Keuangan

Sepanjang tahun 2024, kinerja intermediasi
perbankan menunjukkan pertumbuhan  positif
dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang
memadai. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga

sejalan dengan kekuatan sinergi anggota Komite
Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK (Pemerintah, Bl,
OJK, dan LPS) dalam menentukan kebijakan
pemulihan ekonomi nasional serta memitigasi
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berbagai risiko yang ada. Hal tersebut didukung oleh
beberapa indikator, antara lain nilai rasio kecukupan
modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan
pada bulan Desember 2024 yang berada pada level
26,69 persen atau di atas standar minimum, yaitu di
atas 8,0 persen. Indikator lainnya adalah rasio kredit
bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang tetap
terjaga di bawah standar maksimum sebesar 5,0
persen, yaitu 2,08 persen (bruto) pada Desember
2024.

Kinerja perbankan Indonesia tahun 2024
menunjukkan tren positif, tercermin dari
pertumbuhan kredit yang mencapai 10,39 persen
(voy) pada Desember 2024. Pertumbuhan kredit ini

Tabel 5

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2024 (AUDITED)

didorong oleh peningkatan permintaan dari sektor
Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit
Konsumsi, yang mencerminkan  kebutuhan
pembiayaan di berbagai sektor ekonomi. Di sisi
penawaran, sektor perbankan berhasil menjaga
kelancaran penyaluran kredit, didukung oleh
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,48
persen (yoy) yang mencerminkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem perbankan. Dari sisi
permintaan, pertumbuhan kredit juga dipicu oleh
pemulihan ekonomi domestik yang mendorong
peningkatan permintaan kredit rumah tangga dan
sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan CAR,
NPL, Pertumbuhan Kredit, dan DPK dapat dilihat
pada Tabel 5.

Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keua